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ABSTRAK 
 
 

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN FUNGSI PERSONALIA 
 

Studi Kasus Pada PT. Bina Busana Internusa Jakarta utara 
 

 
Maria Augustin Diana Sari 

 
Universitas Sanata Dharma 

 
Yogyakarta  

 
2007 

 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengendalian intern 
fungsi personalia yang dijalankan oleh perusahaan. Adapun jenis penelitian yang 
dilakukan adalah studi kasus. Perusahaan yang diteliti adalah PT. Bina Busana 
Internusa dengan  alamat Jalan Inspeksi Cakung Drain, Semper Timur, Cakung. 
Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah observasi, wawancara, 
dokumentasi, serta menyebarkan kuesioner. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah: 1) mempelajari struktur 
organisasi dan deskripsi pekerjaan dari masing-masing bagian yang ada dalam 
departemen personalia; 2) mendeskripsikan data hasil penelitian yang berupa 
dokumen-dokumen dan jaringan prosedur yang membentuk suatu sistem 
pengendalian pada fungsi personalia. Deskripsi dilakukan berdasarkan unsur-
unsur sistem pengendalian intern, yaitu: (1) Struktur  Organisasi Yang 
Memisahkan Tanggung Jawab Fungsional Secara Tegas; (2) Otorisasi dan 
Prosedur Pencatatan Fungsi Personalia; (3) Praktik yang Sehat; (4) Karyawan 
yang Mutunya Sesuai dengan Tanggung Jawabnya. 

Hasil penelitian ini menujukkan bahwa PT. Bina Busana Internusa sudah 
memiliki sistem pengendalian intern fungsi personalia. Hal ini dapat dilihat dari 
unsur-unsur pengendalian intern, yaitu:  (1) Struktur  organisasi yang memisahkan 
tanggung jawab fungsional secara tegas; (2) Otorisasi dan prosedur pencatatan 
fungsi personalia; (3) Praktek yang sehat; dan (4) Karyawan yang mutunya sesuai 
dengan tanggung jawabnya sudah dijalankan oleh perusahaan. Akan tetapi untuk 
unsur praktik yang sehat memiliki kelemahan, karena ada kekurangan yaitu tidak 
adanya nomor urut tercetak pada setiap dokumen yang digunakan. Namun secara 
keseluruhan proses personalia sudah dijalankan dengan baik.  
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ABSTRACT 
 

An ANALYSIS of INTERNAL CONTROL  SYSTEM OF PERSONNEL 
FUNCTION 

 
A Case Study in PT. Bina Busana Internusa Jakarta Utara 

 
 
 
 

Maria Augustin Diana Sari 
 

Sanata Dharma University 
 

Yogyakarta 
 

2007 
 

 This research had a purpose to know the internal control system of the 
personnel function conducted by the company. The type of this research was a 
case study. The company that was observed is PT. Bina Busana Internusa which is 
addressed in Jalan Cakung Drain, Semper Timur, Cakung. The techniques for 
collecting the data were  observation, interview, documentation and also 
distributing  questionnaire. 
 The techniques for data analysis used were (1) Recognizing  the 
organization structure and also the job description of each parts inside the 
personnel department; (2) Describing the data resulted from the research in the 
form of documents and procedure network which create a control system in 
personnel function. The description was done based on internal control system 
elements, those were : (1) The organization structure sparating functional 
responsibililty precisely, (2) Authorization and recordingprocedure of personnel 
function, (3) Healthy practice and  (4 ) Employee with responsibility suitable – 
quality. 
 The results from this research showed that the internal control system of 
personnel function in PT. Bina Busana Internusa was already good. This thing 
could be seen from the components of the internal controll, those were: (1) The 
organization structure which divided the functional responsibility precisely (2) 
Authorization and recording procedure of the personnel function (3) A healthy or 
well working atmosphere  (4) Employee who had a quality which was suitable 
with his responsibility, were done very well. However , for the healthy practice 
components, it was not running very well, because there was something less, that 
was, there was not available a printed ordered number, but for overall the 
personnel process had been done very well. 
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                                                               BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar belakang masalah 

Perkembangan dalam bidang ekonomi telah banyak membawa perubahan. 

Akibatnya banyak bermunculan perusahaan-perusahaan, baik yang bergerak 

dalam bidang jasa maupun bidang manufaktur. Bermunculannya perusahaan-

perusahaan baru tersebut membawa mereka kepada persaingan yang semakin 

tajam, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang memproduksi jenis produk 

yang sama. Persaingan yang semakin tajam itu menjadi tantangan bagi 

perusahaan, terutama bagi pihak-pihak yang berkompeten langsung atas kinerja 

perusahaan (pimpinan dan manajer yang berkompeten), karena mereka harus 

berusaha untuk menemukan jalan keluar yang efisien dan efektif agar dapat 

bersaing secara sehat dengan perusahaan pesaing.  

Untuk mencapai tujuan itu salah satu fungsi yang berperan adalah fungsi 

personalia. Karena fungsi personalia merupakan fungsi yang sangat berperan 

dalam mengatur sumber daya yang paling penting dalam sebuah organisasi. 

Sumber daya itu adalah sumber daya manusia, orang-orang yang mengisi 

organisasi dengan pekerjaan, bakat kreativitas, dan semangatnya. Jadi, beberapa 

diantara tugas kepemimpinan yang paling penting dari seorang manajer  adalah 

menyeleksi, melatih, dan mengembangkan orang yang akan sangat membantu 
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organisasi mencapai tujuannya. Untuk melaksanakan tugas tersebut dibutuhkan 

sebuah fungsi personalia dalam suatu organisasi. Fungsi personalia merupakan 

fungsi manajemen yang berhubungan dengan pengadaan (recruitment), 

penempatan, pelatihan dan pengembangan para anggota organisasi. Fungsi 

personalia mencakup kegiatan penentuan sumber daya manusia seperti apa yang 

mereka butuhkan sekarang atau untuk masa yang akan datang; bagaimana 

manajer melakukan pengadaan dan seleksi manusia yang paling potensial untuk 

tiap-tiap posisi; bagaimana para manajer melatih orang sehingga mereka dapat 

bekerja secara efektif; dan akhirnya apa saja macam-macam program 

pengembangan yang akan dapat menjamin dengan sebaik -baiknya arus yang 

konstan dari bakat manajerial mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas 

dalam organisasi.  

Oleh karena itu supaya fungsi personalia dapat diterapkan dengan baik 

maka harus mempertimbangkan beberapa faktor. Salah satu faktor yang harus 

dipertimbangkan adalah pengendalian intern (Internal Controlling) yang 

diterapkan pada departemen personalia. Apakah sudah dilaksanakan dan 

terlaksana dengan tepat dan efektif? Pengendalian intern bagi suatu perusahaan 

ataupun bagi salah satu bagian atau departemen dalam suatu perusahaan 

sangatlah penting perana nnya, karena pengendalian intern merupakan salah satu 

pengendalian terhadap kemungkinan terjadinya kesalahan atau penyelewengan 

yang dapat merugikan perusahaan.  
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Pengendalian intern memang tidak dimaksudkan untuk menghilangkan 

semua kemungkinan terjadinya kesalahan atau penyelewengan, tetapi dengan 

pengendalian intern yang kuat akan dapat menekan terjadinya kesalahan atau 

penyelewengan dalam batas-batas yang layak dan kalaupun penyelewengan 

terjadi, hal tersebut dapat diketahui dan langsung dapat diatasi dengan cepat. 

Salah satu ciri pengendalian intern yang baik adalah kebijakan personalia 

yang baik , yaitu pegawai harus diseleksi secara benar sesuai dengan kebutuhan 

dan posisi. Para pegawai harus mempunyai kualifikasi sesuai dengan bidangnya, 

. terampil, cakap, dan lebih penting lagi memiliki integritas dan kejujuran. Tanpa 

orang yang kompeten, pada tingkat manajerial, dan sesungguhnya pada setiap 

tingkatan, perusahaan atau organisasi akan mengejar tujuan yang tidak tepat atau 

menemui kesukaran dalam mencapai tujuan yang sesuai yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan latar belakang yang tertera diatas penulis tertarik untuk 

mengetahui lebih jauh tentang pengendalian intern fungsi personalia yang 

diterapkan pada suatu perusahaan dalam suatu departemen tertentu terhadap 

kinerja yang dicapai oleh perusahaan tersebut. Untuk itu penulis ingin 

mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Sistem Pengendalian Intern 

Fungsi Personalia” 

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimanakah sistem pengendalian intern  fungsi personalia di PT. Bina 

Busana  Internusa? 
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C. Batasan Masalah 

Fungsi personalia yang diteliti, dibatasi pada fungsi penarikan atau 

rekrutmen, seleksi tenaga kerja, penilaian kinerja serta pelatihan dan 

pengembangan. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui sistem pengendalian intern fungsi personalia yang 

dijalankan oleh perusahaan. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi perusahaan 

khususnya tentang pelaksanaan pengendalian intern sistem personalia yang 

diterapkan di dalam perusahaan. 

2. Bagi Universitas Sanata Dharma 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi kepustakaan dan 

dapat menjadi bahan bacaan bagi mahasiswa sehingga dapat memeprluas 

pengetahuan dan wawasan bagi pembaca khususnya pengetahuan mengenai 

sistem pengendalian intern fungsi personalia. 

3. Bagi Penulis 
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Dalam penelitian ini penulis dapat menerapkan dan mengembangkan 

pengetahuan yang diperoleh dalam praktek yang sesungguhnya dan dapat 

memperluas wawasan dan pengelaman serta mengembangkan pengetahuan.  

F. Sistematika Penulisan 

 Bab I             : Pendahuluan 

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

sistematika penulisan. 

Bab II             : Landasan Teori 

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan 

sebagai landasan penelitian. Disini akan diuraikan 

mengenai  sistem pengendalian intern fungsi personalia. 

Bab III            : Metodologi Penelitian 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai jenis pene litian, 

tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik 

pengumpulan data dan teknik analisis data.  

Bab IV           : Gambaran Umum Perusahaan 

Pada bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum 

perusahaan yang memeberikan informasi mengenai nama 

dan lokasi perusahaan, sejarah perusahaan, struktur 

organisasi perusahaan, dan bidang usaha perusahaan.  

Bab V             : Deskripsi Data, Analisis Data dan Pembahasan   
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Dalam bab ini diuraikan mengenai deskripsi data, analisis 

data dan pembahasan. 

 

Bab VI               : Penutup 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan, 

keterbatasan penelitian dan saran.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengendalian Intern 

1.  Pengertian Pengendalian Intern 

Pengertian pengendalian intren sesuai dengan definisi oleh IAI 

(Jusup, 2001:252) adalah: 

Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan 
komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk 
memberikan keyakinan memadai tentang pencapain tiga golongan tujuan 
berikut ini: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi 
operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 

 
Menurut SAS No. 78 yang diterbitkan oleh American institute of 

Certified Public Accountants (AICPA), definisi pengendalian intern 

disebutkan sebagai berikut: 

“ Internal control is a process affected by an entity’s board of 
directors, management, other personnel designed to provied reasonable 
assurance regarding the achievement of objectives in the following 
categories: (a)reabilty of financial reporting, (b) effectiveness and efficiency 
of operations, and (c) compliance with applicable laws and regulations .” 

 
 

2. Unsur Pokok Pengendalian Intern  
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  Unsur-unsur pengendalian intern yang dibuat oleh AICPA (American 

Institute of Certified Public Accountants) adalah sebagai berikut (Mulyadi, 

2001: 164-172): 

 

a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara 

tegas. 

Pembagian tanggung jawab secara fungsional dalam organisasi 

didasarkan pada prinsip -prinsip berikut ini : 

1) Harus dipisahkan fungsi- fungsi otorisasi transaksi dan penyimpanan 

dari fungsi akuntansi.  

2) Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk 

melaksanakan semua tahap suatu akuntansi. 

b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 

perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan 

biaya.  

Setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang 

memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. 

Oleh karena itu, dalam organisasi harus dib uat sistem yang mengatur 

pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap 

transaksi. Setiap transaksi yang terjadi harus dicatat melalui prosedur 

pencatatan tertentu, sehingga menjamin ketelitian dan keandalan data 

akuntansi yang dihasilkan. 
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c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi.  

Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan 

prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan 

baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat 

dalam pelaksanaannya. Cara-cara yang umumnya ditempuh perusahaan 

dalam menciptakan praktik yang sehat adalah: 

1) Penggunaan formulir bernomor urut tercetak (prenumbered form ) 

yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang 

berwenang. 

2) Pemeriksaan mendadak (surprised audit). Pemeriksaan mendadak 

dilaksanakan tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada pihak yang 

diperiksa dengan jadwal yang tidak teratur. 

3) Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir 

oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan 

dari orang atau unit organisasi lain. 

4) Perputaran jabatan (job rotation). Perputaran jabatan yang 

diadakan secar rutin akan dapat menjaga independensi pejabat 

dalam melaksanakan tujuannya, sehingga persengkokolan diantara 

mereka dapat dihindari. 

5) Keharusan mengambil cuti bagi karyawan yang berhak. Karyawan 

kunci perusahaan diwajibkan mengambil cuti yang menjadi 
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haknya. Selam cuti, jabatan karyawan yang bersangkutan 

digantikan sementara oleh pejabat lain, sehingga seandainya terjadi 

kecurangan dalam departemen yang bersangkutan, diharapkan 

dapat diungkap oleh pejabat yang menggantikan untuk sementara 

waktu. 

6) Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan 

catatannya . 

7) Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek 

efektivitas unsur-unsur struktur pengendalian intern yang lain. 

d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab  

Di antara empat unsur pokok pengendalian intern tersebut, unsur 

mutu karyawan merupakan unsur struktur penegndalian intern yang 

paling penting. Karyawan yang jujur dan ahli dalam bidang yang 

menjadi tanggung jawabnya akan dapat melaksanakan pekerjaannya 

dengan efisien dan efektif, meskipun hanya sedikit unsur struktur 

pengendalian intern yang mendukungnya. Di lain pihak, meskipun tiga 

unsur struktur pengendalian intern yang lain cukup efektif, namun jika 

dilaksanakan oleh karyawan yang tidak kompeten dan tidak jujur, 

empat tujuan struktur pengendalian intern di atas tidak akan tercapai. 

Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dapat ditempuh 

cara: 
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1) Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh 

pekerjaannya. 

2) Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan 

perusahaan sesuai dengan perkembangan tuntutan pekerjaannya. 

 

3. Tujuan Pengendalian Intern 

Manajemen merancang pengendalian intern yang efektif dengan tujuan 

pokok sebagai berikut (Mulyadi, 1992 : 68-69): 

a. Menjaga kekayaan organisasi 

Kekayaan fisik suatu perusahaan dapat dicuri, disalahgunakan, 

atau hancur karena kecelakaan kecuali jika kekayaan tersebut dilindungi 

dengan pengendalian yang memadai. 

b. Mengecek ketelitian 

Pengendalian intern dirancang untuk memberikan jaminan proses 

pengolahan data akuntansi akan menghasilkan informasi keuangan yang 

teliti dan andal.  

c. Mendorong efisiensi 

Pengendalian intern ditujukan untuk mencegah duplikasi usaha 

yang tidak perlu atau pemborosan dalam segala kegiatan bisnis 

perusahaan, dan untuk mencegah penggunaan sumber daya perusahaan 

yang tidak efisien. 

d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen 
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Struktur pengendalian intern ditujukan untuk memberikan 

jaminan yang memadai agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh 

karyawan perusahaan. 

 

 

 

4. Pengendalian Intern yang Baik 

Ciri-ciri Pengendalian Intern yang baik: 

a Kebijakan Personalia yang baik  

Pegawai harus diseleksi secara benar sesuai dengan kebutuhan dan 

posisi. Para pegawai harus mempunyai kualifikasi sesuai dengan 

bidangnya, terampil, cakap, dan lebih penting lagi memiliki integritas 

dan kejujuran. 

b Pemisahan tugas 

Tugas-tugas yang ada dalam perusahaan harus dipisahkan untuk 

menjaga kemungkinan terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh 

satu atau sekelompok karyawan. 

c Pelaksanaan transaksi 

Transaksi hanya dapat dilaksanakan berdasarkan otorisasi dan 

sepengetahuan mereka yang berhak sesuai dengan struktur organisasi 

dan daftar wewenang masing-masing. 

d Sistem akuntansi yang baik 
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Transaksi harus dicatat secara benar sesuai dengan bukti-bukti 

pendukung yang ada, kemudian diklarifikasikan dan dibukukan pada 

perkiraan yang benar dan pada periode yang benar pula. 

e Pemakaian harta perusahaan  

Pemakaian harta perusahaan harus selektif, tidak boleh setiap 

orang dengan mudah dapat memakai dan menggunakan kekayaan 

perusahaan tanpa melalui prosedur atau persetujuan yang berwenang. 

Harta perusahaan harus dijaga oleh mereka yang ahli dan mampu 

menjaganya baik dari kemungkinan kerusakan maupun dari pencurian.  

f Perbandingan antara catatan dan fisik kekayaan 

Sewaktu-waktu harus diadakan perbandingan antara angka yang 

ada pada buku dengan fisik atau keadaan sesungguhnya dari harta yang 

dicatat. Misalnya membandingkan antara buku kas dengan kas yang ada 

pada brankas yang dijaga oleh kasir. (Syafri, 1991:121) 

5. Dasar Penilaian Pengendalian Intern 

Penilaian terhadap pengendalian intern yang ada didalam perusahaan 

perlu dilakukan yakni untuk mengetahui apakah sistem pengendalian 

tersebut dapat menghasilkan informasi yang dapat diandalkan atau tidak. 

Ada tiga konsep yang menjadi dasar penilaian atas sistem pengendalian 

intern yaitu (Walter, William :1992): 

a Management’s Responsibility 
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Konsep ini konsisten dengan persyaratan bahwa manajemen yang 

bertanggungjawab dalam penyajian laporan keuangan sesuai dengan 

standar akuntansi yang berlaku. 

b Reasonable Assurance 

Yaitu keyakinan yang memadai yang berarti perusahaan 

seharusnya mengembangkan sistem pengendalian intern yang 

memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan dinyatakan wajar, 

dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat pengendalian tersebut 

harus seimbang. 

c Inherent Limitation 

Yaitu keterbatasan bawaan terhadap sistem pengendalian intern. 

Efektivitas pengendalian intern tergantung pada kompetensi dan 

ketergantungan orang yang menggunakannya. 

6. Pengendalian Intern Fungsi Personalia 

Seperti halnya untuk kelompok-kelompok transaksi utama yang lain, 

kelima komponen pengendalian intern relevan terhadap siklus jasa 

personalia. Sejumlah faktor lingkungan pengendalian mempunyai relevansi 

langsung. Tanggung jawab mengenai ketenagakerjaan sering dibebankan 

pada direktur personalia atau hubungan ketenagakerjaan atau manajer 

sumberdaya manusia. Departemen sumberdaya manusia biasanya 

bertanggungjawab atas pengangkatan pegawai dan penetapan gaji, upah, dan 

kesejahteraan (Jusup, 2002:189). 
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Kebijakan dan praktik di bidang personalia harus menjamin bahwa 

orang-orang yang tercantum namanya dalam daftar gaji tidak menyalahi 

undang-undang atau peraturan ketenagakerjaan. Selain itu perlu diingat pula 

bahwa lingkungan pengendalian yang baik menghendaki adanya penanggung 

jawab atas penggunaan atau penempatan personil dalam perusahaan 

(Jusup,2002:189). 

Faktor yang paling sulit dan paling penting dalam pengendalian adalah 

orang-orang yang dapat menunjang suatu sistem dapat berjalan dengan baik. 

Masalah karyawan kadang-kadang menimbulkan permasalahan dalam sistem 

pengendalian intern. Tingkat perputaran yang tinggi dalam jabatan akuntansi 

berarti orang-orang yang mengerjakan tugas-tugas akuntansi dan 

pengendalian adalah tidak berpengalaman  (Hartadi, 1999:12). 

Untuk mencapai tujuan struktur pengendalian intern yang efektif harus 

didukung oleh semua komponen dari internal control structure, salah 

satunya adalah praktek dan kebijakan sumber daya manusia. Praktik dan 

kebijakan sumber daya manusia ini berkaitan dengan rekrutmen pegawai 

organisasi dalam hal orientasi, training, motivasi, evaluasi, promosi, 

kompensasi, konsultasi atau nasehat, pemberhentian dan perlindungan 

terhadap tenaga kerja. Tingkat efektivitas dari pengelolaan sumberdaya 

manusia dapat memiliki pengaruh yang sangat besar bagi perusahaan untuk 

mencapai efesiensi kegiatan operasi perusahaan dan untuk memelihara 

integritas data  (Murtin, 2000). 
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7. Kuesioner Pengendalian Intern 

Metode yang biasanya digunakan untuk menjelaskan struktur 

pengendalian intern adalah dengan mengisi daftar pertanyaan, dalam arti 

daftar pertanyaan sudah disiapkan mengenai ada tidaknya unsur 

pengendalian intern dalam perusahaan (Mulyadi, 1992:232). Pada dasarnya 

kuesioner pengendalian intern merupakan daftar pertanyaan yang dirancang 

untuk mengumpulkan informasi mengenai unsur-unsur penegndalian intern 

yang seharusnya ada dalam suatu sistem akuntansi. 

Beberapa keuntungan penggunaan daftar pertanyaan untuk 

mempelajari dan menilai pengendalian intern adalah (Munawir, 1995:244): 

a Pertanyaan memberi jaminan bahwa unsur-unsur yang mempengaruhi 

pengendalian intern telah dipertimbangkan semuanya. 

b Daftar pertanyaan dapat memberikan informasi dan dokumentasi yang 

seragam terhadap struktur pengendalian intern yang dinilai. 

c Daftar pertanyaan dapat digunakan untuk melatih staf yang belum 

berpengalaman untuk melakukan penyelidikan 

d Daftar pertanyaan dapat menemukan secara dini kelemahan-kelemahan 

yang mungkin terdapat dalam struktur pengendalian intern yang ada. 

Namun teknik daftar pertanyaan mengandung kelemahan-kelemahan 

yaitu  (Munawir, 1995:244-245). 

a Pertanyaan yang tercantum didalam daftar pertanyaan kadang-kadang 

tidak sesuai dengan keadaan perusahaan yang diperiksa. 
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b Pengisian daftar pertanyaan dapat menjadi pekerjaan rutin sehingga 

mematikan ide-ide pekerja lapangan.  

c Penggunaan daftar pertanyaan dapat menyebabkan akuntan tidak 

memperhatikan unsur -unsur pengawasan yang tidak termuat dalam daftar 

pertanyaan dan bersifat mengikat bagi perusahaan itu. 

 

 

B. Manajemen Personalia  

1. Pengertian Manajemen Personalia 

Peranan manajemen personalia dalam penarikan dan perekrutan 

karyawan sangat penting, sehingga perusahaan mendapat karyawan yang 

sesuai kebutuhan perusahaan. 

Seorang manajer personalia harus melaksanakan fungsi-fungsi dasar 

manajemen dalam menghadapi perubahan dan perkembangan yang ada. 

adapun beberapa pengertian mengenai manajemen personalia menurut 

pendapat beberapa ahli: 

Menurut Husnan dan Heidjrachman (1985:5) yang dimaksud 

manajemen personalia adalah: 

Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dari 
pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian dan 
pemeliharaan tenaga kerja dengan maksud untuk membantu tujuan 
perusahaan, individu dan masyarakat. 
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Dalam buku manajemen personaliannya  Fillipo (1985:5) manajemen 

personalia didefinisikan sebagai: 

Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian atas tenaga 
kerja, kompensasi, integrasi, pemeliharan dan pemutusan hubungan kerja 
dengan sumberdaya manusia untuk mencapai sasaran perseorangan, 
organisasi dan masyarakat. 

 

Sedangkan  Nitisumito (1982 : 20) menguraikan manajemen personalia 

sebagai: 

Suatu ilmu untuk melaksanakan antara lain planning, organizing, controling, 
sehingga efektivitas dan efesiensi personalia dapat dimanfaatkan semaksimal 
mungkin dalam pencapaian tujuan. 

 

Dari pendapat-pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan manajemen personalia adalah ilmu dan seni untuk 

melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian 

atas tenaga kerja, pengembangan kompensasi, integrasi, pemeliharaan dan 

pemutusan hubungan kerja dengan sumber daya manusia untuk mencapai 

sasaran perseorangan, organisasi dan masyarakat. 

2. Fungsi-Fungsi Personalia 

a. Perencanaan Sumber Daya Manusia 

Perencanaan dilakukan untuk mengurangi ketidakpastian di waktu 

mendatang. Perencanaan sumber daya manusia adalah esensial bagi 

penarikan, seleksi, latihan, pengembangan, dan aktivitas-aktivitas 

personalia lainnya. Perencanaan sumber daya manusia merupakan 
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serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan-

pernintaan lingkungan bisnis dan untuk mengestimasi secara sistematik 

kebutuhan dan suplai tenaga kerja di masa akan datang. Idealnya 

perusahaan harus mengidentifikasi kebutuhan personalia baik jangka 

pendek maupun jangka panjang.  

Masalah penentuan kebutuhan tenaga kerja tidak hanya menyangkut 

bagian personalia saja tetapi juga koordinasi antar bagian (departemen) 

lain yang memerlukannya, maka diperlukan suatu analisis jabatan yang 

disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing departemen. Analisa 

jabatan merupakan suatu proses untuk mempelajari dan mengumpulkan 

berbagai informasi yang berhubungan dengan berbagai operasi dan 

kewajiban suatu jabatan. Dengan demikian analisa jabatan akan mencoba 

mengupas suatu jabatan, dengan memberi jawaban atas pertanyaan 

tentang apa yang harus dilakukan, bagaimana menjalankannya, dan 

mengapa pekerjaan tersebut harus dilakukan. Hasil dari analisa jabatan 

adalah deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan (Husnan, 1997:24). 

Deskripsi jabatan merupakan suatu ketetapan yang teratur, dari 

berbagai tugas dan kewajiban suatu jabatan tertentu. Isi dari spesifikasi 

jabatan: Identifikasi jabatan, ringkasan jabatan, syarat-syarat kerja 

(Husnan, 1997:25). 

Spesifikasi jabatan yaitu suatu catatan tentang kualifikasi yang 

diperlukan oleh seorang personel untuk memangku suatu jabatan 
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tertentu. Isi dari spesifikasi jabatan: identifikasi jabatan, ringkasan 

jabatan, syarat-syarat kerja (Husnan, 1997:25). 

b. Penarikan Karyawan 

   Penarikan adalah proses pencarian para calon karyawan yang 

mampu untuk melamar sebagai karyawan. Proses ini dimulai ketika para 

pelamar dicari dan berakhir bila lamaran- lamaran telah diserahkan atau 

telah diterima perusahaan. Pelaksanaan penarikan karyawan biasanya 

merupakan tanggung jawab manajer personalia, meskipun kadang-kadang 

digunakan spesialis proses penarikan karyawan yang disebut recruiters.  

Menurut Cherington (1987:165-170), terdapat dua sumber utama 

dalam penarikan sumber daya manusia yang dibutuhkan perusahaan: 

1). Sumber internal perusahaan. 

Sumber internal perusahaan adalah sumber penarikan karyawan yang 

berasal dari dalam perusahaan, seperti: job posting, skills inventory, 

referal employee. 

2). Sumber eksternal perusahaan. Sumber eksternal perusahaan adalah 

sumber penarikan karyawan yang berasal dari lingkungan perusahaan, 

seperti: job fairs, open house, walk-in, advertising, employee agency. 

Tidak semua perusahaan berhasil dalam program-program 

penarikan sumber daya manusia. Oleh karena itu sumber-sumber yang 

harus digunakan dievaluasi dan dinilai dengan standar personel yang 

cakap dan memenuhi kualifikasi. 
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Untuk menciptakan suatu sistem rekrutmen yang efektif manajer 

sumber daya manusia harus (Simamora, 1999:199): 

a) Mendiagnosis seefektif mungkin faktor- faktor lingkungan dan 

organisasional yang mempengaruhi posisi yang perlu diisi dan 

aktivitas rekrutmen. 

b) Membentuk deskripsi, spesifikasi, dan standar kinerja pekerjaan yang 

rinci. 

c) Membentuk tipe-tipe individu yang sering dikaryakan oleh organisasi 

dalam posisi yang sama. 

d) Menentukan kriteria rekrutmen. 

e) Mengevaluasi berbagai saluran dana sumber rekrutmen. 

f) Menyeleksi sunber rekrutmen yang paling efektif biaya. 

g) Mengembangkan rencana rekrutmen yang mencakup daftar aktivitas 

dan daftar untuk menerapkannya. 

c.   Seleksi Karyawan 

Proses seleksi dimulai setelah kumpulan para pelamar yang 

memenuhi syarat didapatkan melalui penarikan. Proses seleksi adalah 

serangkaian langkah kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apakah 

pelamar diterima atau tidak. Langkah- langkah ini mencakup kebutuhan-

kebutuhan kerja pelamar dan organisasi. 

Proses seleksi adalah pusat manajemen personalia. Analisa 

jabatan, perencanaan sumber daya manusia, dan penarikan dilakukan 
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terutama untuk membantu proses seleksi. Bila seleksi dilakukan dengan 

tidak tepat, upaya-upaya sebelumnya tersebut menjadi kurang berguna. 

Oleh karena itu, tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa seleksi 

adalah kunci sukses organisasi (Handoko, 1992:85). 

Teknik-teknik seleksi yang sering digunakan adalah: formulir 

lamaran, rekomendasi dan pengecekan referensi, wawancara kerja, tes 

seleksi. Formulir lamaran biasanya terdiri dari serangkaian pertanyaan 

mengenai kecocokan umum pelamar terhadap peker jaan. Tujuan formulir 

lamaran adalah memberikan informasi seleksi yang dapat diandalkan dan 

sahih (Simamora, 1999:143). 

Para manajer personalia menggunakan proses seleksi untuk 

mengambil keputusan penerimaan karyawan baru. Proses seleksi 

tergantung pada tiga masukan penting yaitu: informasi jabatan, rencana-

rencana sumber daya manusia, dan penarikan. Ketiga masukan ini sangat 

menentukan efektivitas proses seleksi. Manajer personalia harus 

menghadapi tiga kendala dalam proses seleksi, yaitu: kendala suplai, 

ethis dan organisasional. Berbagai kendala tersebut sering menjadi 

tantangan dalam proses seleksi (Handoko, 1985:61). 

Kendala etis sering berkenaan dengan etis tertentu dalam 

masyarakat. Istilah sitem keluarga dalam proses seleksi atau dalam 

penerimaan karyawan bukan hal yang baru. Penerimaan karyawan karena 
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keluarga, atau karena suap, semuanya merupakan tantangan bagi 

organisasi (Handoko, 1985:62). 

Dalam kendala organisasional, proses seleksi bukan merupakan 

tujuan akhir, tetapi prasarana bagi organisasi untuk mencapai tujuan dan 

sasarannya. Secara alamiah organisasi menghadapi keterbatasan seperti 

anggaran atau sumber daya lainnnya yang akan membatasi proses 

seleksi. Disamping itu, berbagai strategi dan kebijakan organisasi bisa 

membatasi seleksi seperti misalnya kebijakan lebih memilih calon 

karyawan laki-laki dibanding wanita (diskriminasi jenis kelamin), 

meskipun tidak tertulis akan menghambat proses seleksi yang wajar 

(Handoko, 1985:63). 

Praktik-pratik yang efektif dalam proses seleksi (Simamora, 

1999:264) dapat digolongkan sebagai berikut: 

1) Mengawasi kinerja analis pekerjaan; manajer haruslah memastikan 

bahwa sering dilakukan pemutakhiran analis pekerjaan. 

2) Menyimpan daftar yang lengkap instrumen-instrumen yang 

terstandarisasi yang berguna dalam seleksi; melaksanakan penelitian 

reliabilitas dan validitas untuk kelompok-kelompok tertentu; dan 

melacak biaya-biaya berbagai instrumen. 

3) Menyimpan basis data kinerja individu pada berbagai kriteria dan 

teknik-teknik seleksi. 



 24 

4) Mengawasi prosedur-prosedur seleksi yang digunakan oleh manajer 

di seluruh perusahaan. 

5) Membantu penyaringan awal pelamar-pelamar untuk mengurangi 

waktu yang harus dikorbankan para manajer bagi aktivitas seleksi. 

 

d.   Latihan dan Pengembangan 

Ada dua tujuan utama program latihan dan pengembangan 

karyawan. Pertama, latihan dan pengembangan dilakukan untuk menutup 

gap antara kecakapan dan kemampuan karyawan dengan tuntutan 

jabatan. Kedua, program tersebut diharapkan dapat meningkatkan 

efisiensi dan efektifitas kerja karyawan dalam mencapai sasaran yang 

telah ditetapkan (Husnan, 1997:180). 

Latihan dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan berbagai 

ketrampilan dan pelaksanaan kerja tertentu, terinci, dan rutin. Latihan 

menyiapkan para karyawan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan 

sekarang. Sedangkan untuk persiapan karyawan memegang tanggung 

jawab di masa akan datang dilakukanlah suatu aktivitas yang disebut 

pengembangan (Husnan, 1997:180). 

Adanya latihan dan pengembangan sebenarnya adalah untuk 

mempercepat proses integrasi antara karyawan dan perusahaan. 

Kepantingan karyawan berhubungan dengan kepuasaan kerja dan k 
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kepentingan perusahaan yang berhubungan dengan visi perusahaan 

sebagai institusi pencipta kekayaan (Husnan, 1997:181). 

Praktik-praktik yang efektif dalam pelatihan dan pengembangan 

(Simamora, 1999:323) dapat digolongkan sebagai berikut: 

1) Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan dari anlisis lingkungan, 

organisasional, dan pekerjaan secara teratur. 

2) Meninjau berbagai aktivitas orientasi, pelatihan pengembangan, dan 

memikirkan strategi-strategi sosialisasi yang mereka gunakan. 

3) Mengorganisasikan atau melaksanakan pelatihan dan mengawasi 

dengan teratur. 

4) Menilai kecocokan antara pilihan-pilihan pelatihan yang tersedia dan 

kebutuhan-kebutuhan karyawan yang ditentukan oleh manajer. 

5) Memastikan bahwa semua aktivitas pelatihan dievaluasi. Evaluasi 

haruslah terfokus pada reaksi-reaksi, proses belajar, perilaku, dan 

hasil-hasil. 

e. Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas 

operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya 

berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan 

sebelumnya (Ramanauskas, 1989:199). 

Tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi 

karyawan dalam pencapaian sasaran organisasi dan dalam memetuhi 
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standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan 

tindakan dan hasil yang diinginkan. Standar perilaku dapat berupa 

kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam 

anggaran (Ramanauskas, 1989:199). 

Penilaian kinerja dilakukan untuk menekan perilaku yang tidak 

semestinya dan untuk merangsang dan menegakkan perilaku yang 

semestinya diinginkan melalui umpan balik hasil kinerja pada waktunya, 

serta penghargaan baik bersifat ekstrinsik maupun intrinsik. 

 

Manfaat penilaian kinerja (Ramanauskas, 1989:200) adalah: 

1) Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui 

pemotivasian karyawan secara maksimum. 

2) Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan 

karyawan, seperti promosi, transfer, dan pemberhentian. 

3) Mengidentifikasikan kebutuhan pelatihan dan pengembangan 

karyawan, dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi 

program pelatihan karyawan. 

4) Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. 

3.   Tujuan Departemen Personalia 

Departemen personalia dibentuk untuk menyediakan satuan tenaga 

kerja yang efektif bagi sebuah organisasi usaha. Menurut Werther (1993:11) 

terdapat empat tujuan departemen personalia: 
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a. Tujuan Sosial 

b. Tujuan sosial dimaksudkan agar organisasi bartanggungjawab secara 

sosial terhadap lingkungan perusahaan sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan organisasi. 

c. Tujuan Organisasional 

d. Tujuan organisasional adalah sasaran formal organisasi yang dibuat 

untuk membantu organisasi. Departemen personalia merupakan sarana 

yang membantu organisasi dalam pencapain tujuannya.  

 

 

e. Tujuan Fungsional 

f. Merupakan tujuan untuk mempertahankan kontribusi departemen 

personalia pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. 

g. Tujuan pengelolaan 

h. Tujuan pengelolaan personalia adalah untuk membantu karyawan untuk 

mencapai tujuan pribadi mereka paling tidak sejauh tujuan tersebut 

meningkatkan kontribusi karyawan terhadap organisasi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Jenis penelitian  

  Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang berupa 

studi kasus pada PT. Bina Busana Internusa. Data yang diperoleh kemudian diolah 

dan dianalisis. Setelah dilakukan analisis baru kemudian dapat ditarik suatu 

kesimpulan yang tentunya hanya berlaku bagi perusahaan yang diteliti. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian : penelitian dilakukan pada PT.Bina Busana Internusa. 

Jl. Inspeksi Cakung Drain, Semper Timur. Cakung.  

2. Waktu Penelitian  : Februari-Juni 2006 

 

C. Subyek dan Obyek Penelitian 

1. Subyek Penelitian 

Pada penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah : 

a Manajer HRD 

b Manajer personalia 

c Staf dan karyawan departemen personalia. 
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2.   Obyek Penelitian 

Pada penelitian ini yang dijadikan obyek penelitian adalah: 

a Prosedur pengadaan tenaga kerja. 

b Prosedur evaluasi karyawan. 

c Prosedur pelatihan dan pengembangan karyawan. 

 

D. Data yang dicari 

1, Gambaran umum perusahaan. 

2. Struktur organisasi perusahaan.  

2. Prosedur pengadaan tenaga kerja. 

3. Prosedur evaluasi karyawan. 

4. Prosedur pelatihan dan pengembangan karyawan. 

 

F. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi yang diteliti adalah dokumen-dokumen pengadaan tenaga kerja, 

dokumen evaluasi karyawan, dokumen pelatihan dan pengembangan 

karyawan pada tahun 2004-2006. 

2. Sampel 

Sampel yang diambil adalah sebagian dari dokumen-dokumen pengadaan 

tenaga kerja, evaluasi karyawan, pelatihan dan pengembangan karyawan. 

Pengambilan sampel ini dilakukan secara acak. 
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G. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan untuk mendapatkan data 

primer dari obyek yang diteliti adalah: 

1. Wawancara 

       Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara 

langsung pada subyek penelitian untuk mendapatkan gambaran secara umum 

mengenai perusahaan dan masalah-masalah yang sedang diteliti. 

2. Observasi 

Teknik pengumpulan data secara langsung terhadap aktivitas 

perusahaan yang sedang diteliti dan peninjauan langsung terhadap catatan, 

dokumen, dan operasi perusahaan sehari-hari sesuai dengan judul yang 

sedang diteliti. 

3. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan 

dan mempelajari dokumen atau data pada perusahaan yang berkaitan dengan 

judul yang sedang diteliti.  

4. Kuesioner 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyusun daftar 

pertanyaan secara tertulis. Hasil kuesioner ini akan digunakan untuk 

mendapatkan pemahaman awal tentang sistem pengendalian intern fungsi 

personalia dalam perusahaan.  
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H. Teknik analisis data 

Untuk menjawab permasalahan yang ada, penulis menggunakan teknik analisis 

deskriptif.  

Langkah- langkahnya adalah sebagai berikut 

a) Mempelajari struktur organisasi dan deskripsi pekerjaan dari masing-

masing bagian yang ada dalam departemen personalia. 

b) Mendeskripsikan data hasil penelitian yang berupa dokumen-dokumen 

dan jaringan prosedur yang membentuk suatu sistem pengendalian pada 

fungsi personalia. Jaringan prosedur yang membentuk suatu sistem 

pengendalian pada fungsi personalia adalah: prosedur pengadaan tenaga 

kerja, prosedur evaluasi karyawan, prosedur pelatihan dan pengembangan 

karyawan. Deskripsi dilakukan berdasarkan unsur-unsur sistem 

pengendalian intern, yaitu: 1) Struktur Organisasi yang Memisahkan 

Tanggung Jawab Fungsional Secara tegas; 2) Otorisasi dan Prosedur 

pencatatan Fungsi Personalia; 3) Praktik yang sehat; dan 4)Karyawan 

yang Mutunya sesuai dengan Tanggung Jawabnya. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

A.  Sejarah Singkat Berdirinya Perusahaan 

 

PT. Bina Busana Internusa didirikan pada tanggal 10 November 1989, di 

Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung Pulogadung. Dengan mendirikan PT. 

Bina Busana Internusa tentu para pendiri perusahaan mempunyai visi dan misi. 

Visi perusahaan adalah menjadi perusahaan nomor satu di Indonesia dalam 

bidang bisnis sandang. Sedangkan misi perusahaan menjadi yang terbaik dalam 

mendukung mitra perusahaan dengan memberikan pelayanan sebagai perusahaan 

manufaktur dengan kualitas terbaik, harga yang bersaing , pengiriman tepat waktu 

dan menjadi nomor satu dalam pangsa pasar Indonesia. Dengan adanya visi dan 

misi itu maka perusahaaan mempunyai komitmen untuk menjadi perusahaan 

textil garmen yang berorientasi pada barang-barang ekspor, yaitu ekspor 

berdasarkan pada kepuasaan pelanggan dengan secara konsisten mengikuti 

prosedur dan performa dengan peningkatan kinerja yang berkesinambungan untuk 

menjadi pemimpin pasar di Indonesia melalui pengembangan secara terus 

menerus secara desain manufaktur, publikasi dan distribusi. 

Pada tahun 1989, perusahaan didirikan di kawasan berikat sebagai 

perusahaan manufaktur garmen yang memproduksi blus dan mengacu pada  
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pangsa pasar ekspor, pangsa pasar Arab dan mensupport salah satu 

perusahaannya PT. Kharis Mitra Sukses  dalam menghasilkan baju pria “Valino” 

untuk pasaran domestik Indonesia. 

Pada tahun 1992, tepatnya tiga tahun setelah perusahaan didirikan  PT. Bina 

Busana Internusa bekerja sama dengan pembeli-pembeli dari Jepang yaitu bekerja 

untuk keperluan pembuatan seragam  rumah sakit, mensupport mereka dengan 

melakukan dan melayani sebagai fasilitas manufaktur hingga sekarang. Dalam 

upaya mengungguli persaingan yang sangat ketat maka pada tahun 1996 PT. Bina 

Busana Internusa memelihara sinergi dengan membeli merk dagang ”Valino” dari 

anak perusahaan PT. Kharis Mitra Sukses dan mendirikan sebuah pabrik yang 

berlokasi di Pulogadung yang berada di luar Kawasan Berikat Nusantara dengan 

nama yang sama yaitu PT. Bina Busana Internusa. 

Pada tahun 1998, perusahaan mengawali bisnis pakaian kerja sebagai bagian 

dari manufaktur pelanggan dari Inggris hingga sekarang. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Berdasarkan kebijakan pemerintah dalam hal ini perusahaan atau pabrik 

yaitu letaknya tidak boleh di tengah pemukiman penduduk / masyarakat / harus 

berada di daerah industri. Oleh sebab itu PT.Bina Busana Internusa didirikan di 

suatu daerah yang letaknya terpisah dari pemukiman penduduk yaitu berada di 

Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Jalan Inspeksi Cakung drain, Semper Timur. 

Cakung. 
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Kawasan berikut merupakan suatu kawasan bangunan industri dengan 

batasan wilayah tertentu, sebagai tempat melakukan kegiatan industri pengolahan 

yang hasilnya terutama untuk ekspor. Industri yang berada di kawasan ini 

mendapatkan kemudahan kepabean dan perpajakan atas impor dan ekspor yang 

terkait dengan kegiatan produksi. Di Kawasan Berikat Nusantara inilah lokasi 

penelitian dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan selama membuat 

skripsi. 

 

C.  Struktur Organisasi 

Dalam mencapai tujuan perusahaan dan mempelancar kegiatan operasional 

perusahaan, maka perlu diadakan pemisahan tugas dan tanggung jawab (job 

description), agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang 

telah ditentukan sebagai kebijakan perusahaan. Secara sistematis, struktur 

organisasi PT. Bina Busana Internusa dapat dilihat pada gambar IV.1. 

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, job description yang diterapkan 

PT. Bina Busana Internusa, adalah sebagai berikut : 

1.   Direktur  

Tugas Direktur adalah: 

a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan tujuan jangka pendek dan jangka 

panjang.  

b. Mengadakan koordinasi dengan pimpinan yang dibawahinya terhadap 

pelaksanaan kebijakan manajemen. 
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c. Mengendalikan jalannya perusahaan agar sesuai dengan kebijakan 

perusahaan. 

d. Membina hubungan baik dengan pembeli, pemasok, dan pemerintah. 

e. Mempertanggungjawabkan semua hasil kegiatan perusahaan yang telah 

dijalankan  

Wewenang Direktur adalah: 

a. Memberikan perintah, teguran dan peringatan kepada karyawan yang 

dibawahinya. 

b. Menerima dan meminta berbagai laporan tentang rencana atau program 

kerja yang dilaksanakan. 

2. Manajer HRD 

Yaitu berfungsi sebagai bagian dari perusahaan untuk memberikan nilai 

tambah di dalam pencapaian visi perusahaan. 

Tugas dari Manager HRD adalah: 

a. Mengkoordinir manager personalia dan kasir. 

b. Bertanggung jawab atas sumber daya manusia yang ada diorganisasi. 

c. Bertanggung jawab atas semua biaya operasi pabrik dengan berkoordinasi 

antar departemen.  

d. Bertanggung jawab atas proses gaji karyawan. 

e. Bertanggung jawab atas aset perusahaan baik yang bergerak maupun yang 

tidak bergerak. 
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f. Bertanggung jawab atas pengembangan kemampuan atau keahlian 

bawahan. 

3.  Manajer Personalia 

Tugas dari manager Personalia adalah: 

a. Mengkoordinir pekerjaan supervisor senior safety dan security, supervisor 

renumerasi dan administrasi, supervisor security, supervisor training dan 

recruitment. 

b. Bertanggung jawab atas tertib administrasi kepegawaian. 

c. Bertanggung jawab atas proses renumerasi karyawan. 

d. Bertanggung jawab atas penerimaan karyawan. 

e. Bertanggung jawab atas kegiatan dan penyelenggaraan training. 

f. Bertanggung jawab atas pengembangan kemampuan dan keahlian 

bawahannya. 

4. Supervisor Senior Safety dan Security 

Tugas dari supervisor senior safety dan security adalah: 

a. Mengontrol keamanan dan ketertiban lingkungan kerja khususnya 

keamanan fisik. 

b. Bertanggung jawab atas kondisi keamanan di lingkungan perusahaan. 

c. Menjaga aset organisasi yang bergerak maupun yang tidak bergerak. 

d. Memberikan perlindungan kesehatan dengan alat keamanan dalam 

bekerja. 
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e. Bertanggung jawab atas pengembangan kemampuan dan keahlian 

bawahannya. 

5. Supervisor Renumerasi dan Administrasi 

Tugas dari supervisor renumerasi dan administrasi adalah: 

a. Mengkoordinir pekerjaan Staf payroll dan Staf Administrasi. 

b. Mengontrol tertib administrasi dalam kepegawaian karyawan. 

c. Bertanggung jawab atas kemampuan dan keahlian bawahannya. 

6. Staf Payroll 

Tugasnya adalah memproses renumerasi ke payroll program 

7. Staf Administrasi 

Tugasnya adalah membantu manager persoanlia dalam tertib adminstrasi 

karyawan. 

8. Supervisor Security 

Tugasnya adalah membantu supervisor senior safety dan security untuk 

menciptakan suasana kerja yang aman. 

9. Group Leader Security 

Tugasnya adalah membantu supervisor security mendisplinkan para 

anggota satpam dalam pembagian jadwal untuk suasana tertib diperusahaan.  

10. Security 

Tugasnya adalah menjaga aset perusahaan baik yang bergerak maupun 

yang tidak bergerak. 
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11. Staf Kesehatan 

Tugasnya memeriksa dan mengobati karyawan yang sakit untuk 

pertolongan pertama.  

12. Supervisor Training dan Recruitment 

Tugasnya adalah membantu manager personalia dalam pelaksanaan 

pelatihan dan penarikan karyawan. 

13. Staf Training dan Recruitment 

Tugasnya adalah membantu supervisor training dan recruitment dalam 

pelaksanaan pelatihan dan proses penerimaan karyawan.  

 

D. Personalia  

Komplek PT. Bina Busana Internusa hanya diperuntukan bagi kegiatan yang 

berhubungan dengan operasional perusahaan dan atau kegiatan diluar itu yang 

telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari managemen PT. BBI. Seluruh 

fasilitas yang terdapat didalam komplek PT. BBI diperuntukkan sebagai sarana 

penunjang dalam operasional sehari-hari PT. BBI. Seluruh fasilitas penunjang 

operasional sehari-hari akan dioperasikan penuh selama jam kerja normal, 

pengoperasian diluar waktu kerja normal dikategorikan sebagai lembur dan harus 

mendapat persetujuan terlebih dahulu. 
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Waktu kerja adalah 8 jam sehari dan 40 jam seminggu yaitu: 

a. Senin s/d Kamis 7.15-16.00 istirahat 12.00-12.45 

b. Jumat 7.15-16.15 istirahat  12.00-13.00 

Tiap minggu diadakan dua hari istirahat. Pengusaha wajib memberikan 

kesempatan kepada pekerja untuk melaksanakan sholat Jum’at dan waktu tersebut 

tidak diperhitungkan sebagai jam kerja. Khusus bagi pekerja yang karena sifat 

pekerjaannya harus ada di perusahaan setiap hari (misal ; satpam), istirahat 

mingguannya tidak selalu jatuh pada hari Minggu, namun demikian pada pekerja 

yang beragama Kristen diberi kesempatan untuk menjalankan ibadahnya. Dengan 

persetujuan bersama, maka hari kerja dan waktu kerja tersebut di atas dapat 

berubah-ubah disesuaikan dengan kondisi dan situasi perusahaan.  

Untuk kesejahteraan karyawan, perusahaan memberikan gaji dan upah 

minimumnya berdasarkan standar Upah Minimum Regional (UMR) yang 

ditetapkan oleh pemerintah. Disamping itu, perusahaan juga memberikan 

berbagai tunjangan dan bonus kepada karyawan, tunjangan tersebut antara lain 

adalah: 

a. Tunjangan Hari Raya 

Setiap hari raya, karyawan menerima tunjangan yang besarnya ditentukan 

berdasarkan kemampuan perusahaan. 
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b. Tunjangan makan 

Pemberian tunjangan makan dilakukan dengan pemberian kupon untuk 

setiap hari kerja, satu kupon bernilai Rp. 7.000,00. Kupon tersebut digunakan 

untuk makan di kantin yang telah disediakan pihak perusahaan. 

c. Tunjangan Kesehatan 

Bagi karyawan yang menalami kecelakaan atau sakit didalam 

menjalankan tugasnya, biaya pengobatannya ditanggung penuh oleh 

perusahaan. 

d. Bantuan karyawan yang menikah 

Bagi karyawan yang akan menikah diberikan kemudahan dalam pinjaman 

kredit karyawan.  

e. Tunjangan hari tua 

Tunjangan ini diperuntukkan untuk karyawan tetapa sesuai lama masa 

kerja. 

f. Insentif tahunan 

Insentif tahunan diberikan se suai dengan jabatan karyawan. 

g. Pemberian kredit untuk pembelian kendaraan 

Besarnya kredit sesuai dengan jabatan karyawan  
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E. Fungsi Personalia di PT. Bina Busana Internusa 

1. Proses Pengadaan Tenaga Kerja 

Proses ini dipergunakan untuk menjamin tenaga kerja yang diterima 

memiliki kompetensi yang sesuai dengan uraian pekerjaan yang dimaksud 

atas dasar penididikan, pelatihan, ketrampilan dan pengalaman kerja yang 

sesuai. Awal proses adalah adanya kebutuhan organisasi akan tenaga kerja. 

Data lamaran tenaga kerja yang sesuai kriteria selanjutnya dianalisa. 

Pengadaan tenaga kerja dapat melalui berbagai sumber. Dokumen calon 

tenaga kerja yang masuk diperiksa untuk kemudian diadakan seleksi sesuai 

dengan kebutuhan. Seleksi dokumen untuk memberikan bukti kesesuaian 

kriteria tenaga kerja dengan uraian pekerjaan. Dokumen akan disimpan dan 

dikendalikan selama karyawan tersebut masih ada. 

Adapun proses pengadaan tenaga kerja PT. Bina Busana Internusa 

adalah: 

a. Menerima kebutuhan tenaga kerja dari departemen yang membutuhkan. 

b. Memeriksa permintaan tenaga kerja. 

c. Melakukan persiapan untuk mencari tenaga kerja melalui: iklan di media 

massa, papan pengumuman, lembaga/konsultan tenaga kerja, informasi 

lain. 

d. Menerima dokumen pelamar 

e. Melakukan tes sesuai dengan posisi yang dibutuhkan 

f. Melakukan psikotes oleh personalia atau provider 
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g. Melakukan wawancara, jika lolos masuk ke on the job training atau 

langsung ke proses karyawan. 

h. Karyawan dilatih sesuai dengan bidangnya.  

i. Pemberian status pada karyawan dengan cara penandatanganan kontak 

kerja. 

2. Proses Evaluasi Karyawan 

Penilaian hasil kerja mutlak dilakukan untuk mengukur kinerja dan 

kompetensi karyawan. Evaluasi hasil kerja dituangkan dalam bentuk penilaian 

karya yang secara berkala dilakukan oleh organisasi. Penilaian hasil kerja 

dimaksudkan untuk memberikan penghargaan, promosi yang berprestasi 

sekaligus juga memberikan peringatan kepada yang kurang berprestasi. 

Pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan pekerja juga 

merupakan bagian dari hasil evaluasi agar kemampuan karyawan dapat 

menjadi lebih baik. Hasil dari evaluasi tersebut disimpan dan dimasukkan 

kedalam record karyawan.  

Adapun proses evaluasi karyawan adalah: 

a. Menerima hasil kerja setiap karyawan 

b. Melakukan evaluasi atas hasil kerja karyawan, jika hasil kerja baik tetap 

bekerja pada posisinya, dipromosi atau mutasi karyawan tetapi jika hasil 

kerja tidak bak karyawan tetap pada posisinya, atau diberi surat peringatan 

atau mutasi atau ditraining. 

c. Menerima pengajuan promosi atau mutasi dari departemen 
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d. Melakukan evaluasi terhadap pengajuan promosi 

e. Memberikan surat peringatan sesuai dengan pelanggaran yang dibuat. 

Setelah pemberian surat peringatan dapat dilakukan pemutusan hubungan 

kerja. 

f. Pemberian surat PHK. 

3. Proses Training External dan Internal. 

Dalam upaya peningkatan kompetensi karyawan. Organisasi 

menyediakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan. Pelatihan atau training 

itu dapat dilaksanakan didalam organisasi atau diluar organisasi. Dalam 

memenuhi kebutuhan pelatihan tersebut secara umum dituangkan dalam 

matrik training yang dapat dirubah sesuai dengan kondisi perusahaan. Untuk 

pelatihan yang bersifat eksternal, organisasi menunjuk vendor atau konsultan 

yang kompeten dibidangnya. Tujuannya adalah agar hasil dari pelatihan 

tersebut memberi manfaat pada organisasi. Hasil pelatihan berupa sertifikat, 

jadwal, materi peserta, dan daftar hadir senantiasa dipelihara. Dokumen 

training diidentifikasi untuk kemudahan mencari bila dibutuhkan. 

Adapun proses training eksternal dan internal adalah: 

a. Membuat perencanaan training selama satu tahun 

b. Menerima permintaan training dari departemen yang membutuhkan.  

c. Membuat jadwal training. 

d. Membuat persiapan training 
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e. Pelaksanaan training 

f. Evaluasi training. 

4. Prosedur lembur karyawan adalah sebagai berikut: 

a. Personalia menerima form lembur yang terisi lengkap dari departemen 

yang mengajukan.  

b. Bagian personalia memeriksa laporan lembur karywan 

c. Personalia memeriksa time card, menghitung jam lembur. 

d. Pembayaran uang lembur bersamaan dengan gaji. 

5. Sistem Pengupahan 

Sistem pengupahan yang dilakukan oleh PT. Bina Busana Internusa 

adalah sebagai berikut: 

a. Pengupahan golongan karyawan staf diberikan setiap akhir bulan 

b. Pengupahan golongan karyawan harian diberikan setiap seminggu sekali 

dan ditambah uang premi. 

c. Uang premi hadir dan jabatan dibayar setiap enam bulan sekali. 

d. Upah lembur diberikan setiap penerimaan gaji. 
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BAB V 

DESKRIPSI DATA, ANALISIS DATA, DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data 

Sistem pengendalian intern fungsi personalia yang diterapkan di dalam 

perusahaan sangat berperan dalam mengatur sumber daya yang paling penting 

dalam sebuah organisasi yaitu sumber daya manusia. Oleh karena itu salah satu 

dari pengendalian intern yang baik adalah kebijakan personalia yang baik, yaitu: 

pegawai harus diseleksi secara benar sesuai dengan kebutuhan dan posisi. 

Melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan kuesioner, penulis 

memperoleh gambaran umum yang diterapkan oleh perusahaan. Gambaran umum  

terhadap sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh PT. Bina Busana 

Internusa dapat dilihat melalui unsur-unsur pengendalian intern berikut ini: 

1. Struktur Organisasi Yang Memisahkan Tanggung Jawab Fungsional secara 

Tegas. 

Berdasarkan struktur organisasi dan departemen yang ada di perusahaan, 

dapat dilihat bahwa PT.Bina Busana Internusa memiliki pemisahan fungsi dan 

sudah menujukkan garis wewenang yang jelas. Tiap bagian tidak memegang 

tanggung jawab untuk melakukan satu proses dari awal sampai selesai.  

Untuk pengendalian intern pengadaan tenaga kerja, tiap bagian yang 

terkait sudah melakukan pemisahan fungsi dan tanggung jawab secara jelas. 

Hal ini dapat dilihat dari adanya pemisahan fungsi yang jelas antara bagian 
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permintaan tenaga kerja, bagian yang menerima Formulir Permintaan Tenaga 

Kerja (FPTK), bagian yang memeriksa permintaan tenaga kerja, bagian yang 

melakukan persiapan untuk mencari tenaga kerja, bagian yang menerima 

dokumen pelamar, bagian yang melakukan panggilan tes, bagian yang 

melakukan tes sesuai dengan posisi yang dibutuhkan, bagian yang melatih dan 

mengevaluasi on the job training, bagian yang memberikan status pada 

karyawan dengan cara penandatanganan kontrak kerja.  

Yang bertugas menerima Formulir Permintaan Tenaga Kerja adalah 

manajer personalia, bagian yang memeriksa permintaan tenaga kerja adalah 

manajer personalia, bagian yang melakukan persiapan untuk mencari tenaga 

kerja adalah staf training and recruitment, supervisor training and 

recruitment, manajer personalia dan manajer human resource department, 

bagian yang menerima dokumen pelamar adalah staf T&R, bagian yang 

melakukan panggilan tes adalah staf T&R, bagian yang melakukan tes 

akademik adalah staf T&R, bagian yang melakukan tes akademik adalah 

supervisor T&R, untuk proses wawancara dilakukan oleh manajer personalia 

dan manajer setiap departemen. Namun untuk karyawan golongan >1, selain 

manajer setiap departemen, direktur juga melakukan proses wawancara. 

Bagian yang melatih dan mengevaluasi on the job training dilakukan  adalah 

manajer setiap departemen yang terkait. Untuk pemberian status pada 

karyawan dilakukan oleh manajer personalia. 
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Untuk proses evaluasi karyawan, bagian yang menerima pengajuan 

promosi dan mutasi adalah manajer personalia, bagian yang memeriksa 

formulir pengajuan promosi adalah manajer personalia, bagian yang membuat 

surat peringatan adalah manajer masing-masing departemen (untuk 

pelanggaran non administratif), untuk pelanggaran administratif surat 

peringatan dibuat oleh manajer personalia, bagian yang memberikan surat 

PHK adalah manajer personalia atas persetujuan dari manajer HRD. 

Untuk proses pelatihan dan pengembangan karyawan, bagian yang 

menerima pengajuan training adalah manajer personalia, disetujui oleh 

manajer HRD. Bagian yang melakukan pendataan pada saat training 

berlangsung adalah staf training, evaluasi hasil training setelah jangka waktu 

dilakukan oleh staf training dan tanggung jawab masing-masing departemen.  

2.   Otorisasi dan Prosedur Pencatatan Fungsi Personalia 

Setiap proses personalia yang terjadi di perusahaaan selalu terjadi karena 

adanya otorisasi dari pejabat yang berwenang untuk dipertanggungjawabkan 

secara tertulis dengan menggunakan dokumen. Di dalam kegiatan pengadaan 

tenaga kerja, evaluasi karyawan, pelatihan dan pengembangan karyawan 

dokumen-dokumen yang digunakan oleh PT. Bina Busana Internusa antara 

lain sebagai berikut: 
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a. Proses Pengadaan Tenaga Kerja 

1) Formulir Permintaan Tenaga Kerja (FPTK) 

Dokumen ini dibuat oleh manajer setiap departemen. Dokumen ini 

dibuat pada saat departemen memebutuhkan tenaga kerja baru. 

Formulir permintaan tenaga kerja hanya dibuat satu lembar yang 

diotorisasi oleh manajer personalia dan manajer HRD. Formulir 

permintaan tenaga kerja ini diterima oleh manajer personalia dan 

nantinya disetujui oleh manager HRD. 

2) Formulir Data Lamaran Kerja (FDLK) 

Dokumen ini dibuat oleh calon karyawan yang bersangkutan. 

Dokumen ini dibuat setelah calon karyawan lulus tes I, yaitu tes 

akademik. Bila keterangan yang diberikan pada formulir data lamaran 

kerja ada yang  tidak sesuai dengan kenyataannya maka perusahaan 

berhak membatalkan lamaran, memutuskan hubungan kerja atau 

menuntut pelamar sesuai dengan hukum yang berlaku.  

3) Formulir Laporan Hasil Tes (FLHT) 

Dokumen ini dibuat sebagai bukti bahwa calon karyawan sudah 

melakukan test sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Dokumen ini 

akan dijadikan bukti pada saat proses wawancara dan sebagi pedoman 

pada saat mengevalusai on the job training. Dokumen ini dibuat oleh 

staff training and recruitment, diperiksa oleh supervisor training and 

recruitment dan disetujui oleh manajer personalia. 
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4) Formulir Hasil Tes Psikologi (FLHTP) 

Dokumen ini dibuat oleh supervisor training and recruitment. Selain 

dokumen data lamaran kerja dan dokumen laporan hasil tes, dokumen 

ini juga digunakan pada saat proses wawancara berlangsung. 

Dokumen ini diperiksa dan diotorisasi oleh manajer HRD. Dokumen 

ini akan dijadikan bukti bahwa calon karyawan telah lolos pada proses  

pertama yaitu tes sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. 

5) Formulir Surat Perjanjian Kontrak Kerja (FSPKK) 

Dokumen ini dibuat sebagai bukti pemberian status pada karyawan 

dengan cara penandatanganan kontrak kerja. Dokumen ini diotorisasi 

oleh manajer personalia dan ditandatangani oleh karyawan yang 

bersangkutan. Dokumen ini berisi masa kontrak kerja, posisi yang 

ditempati, upah dan tunjangan serta aturan-aturan yang mengikat 

pekerja.  

Dokumen ini dibuat rangkap dua.  

a) Lembar pertama diberikan kepada karyawan.  

b) Lembar kedua di-filling sebagai arsip. 

6) Formulir Serah Terima Tenaga Kerja (FSTTK) 

Dokumen ini dibuat oleh staf training, diperiksa oleh supervisor 

training and recruitment  dan disetujui dan diotorisasi oleh manajer 

personalia. Dokumen ini dibuat sebagai bukti bahwa calon karyawan 



 50 

telah diterima sebagai karyawan PT. Bina Busana Internusa. Dokumen 

ini dibuat rangkap dua. 

a) Lembar pertama dikirim ke departemen yang mengajukan 

permintaan tenaga kerja. 

b) Lembar kedua di-filling sebagai arsip. 

Proses pengadaan tenaga kerja dipergunakan untuk menjamin 

tenaga kerja yang diterima memiliki kompetensi yang sesuai dengan 

uraian pekerjaan yang dimaksud atas dasar pendidikan, pelatihan, 

ketrampilan dan pengalaman kerja yang sesuai. Proses pengadaan 

tenga kerja  terjadi karena adanya permintaan kebutuhan tenaga kerja 

dari departemen yang membutuhkan. Berikut akan dijelaskan prosedur 

pengadaan tenaga kerja di PT. Bina Busana Internusa dimulai dari 

adanya permintaan tenaga kerja dari departemen yang membutuhkan, 

mencari calon karyawan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan 

hingga tersedianya tenaga kerja. 

Proses pengadaan tenaga kerja pertama-tama terjadi karena adanya 

pengajuan permintaan tenaga kerja dari departemen yang 

membutuhkan kepada bagian personalia. Dokumen yang digunakan 

untuk melakukan pengajuan kepada bagian personalia adalah Formulir 

Permintaan Tenaga Kerja (FPTK). Dokumen ini diserahkan ke 

manajer personalia, kemudian manajer personalia melakukan 

pengecekkan data permintaan tenaga kerja dengan man power 
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planning atau rencana jumlah karyawan di setiap bagian. Apabila tidak 

sesuai dengan man power planning maka formulir permintaan tenaga 

kerja akan kembali ke pemohon. Tetapi apabila sesuai dengan man 

power planning maka proses selanjutnya adalah manajer personalia 

meminta otorisasi kepada manajer HRD, kemudian formulir 

permintaan tenaga kerja diserahkan  ke staf T&R. Setelah itu staf T&R 

melakukan persiapan untuk  mencari tenaga kerja yang dibutuhkan 

melalui iklan di media masa, papan pengumuman, lembaga atau 

konsultan tenaga kerja atau melalui informasi lain. Proses selanjutnya 

adalah staf T&R  menerima dokumen pelamar. Dari berbagai 

dokumen pelamar yang masuk ke perusahaan, staf T&R bertugas 

untuk memeriksa dan memilih  sesuai dengan kriteria yang ditetapkan 

oleh perusahaan.  Kemudian dilakukan panggilan tes kepada calon 

karyawan yang memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan melalui 

telepon. Untuk dokumen pelamar yang tidak sesuai dengan kriteria 

yang ditetapkan oleh perusahaan maka dokumen-dokumen tersebut 

akan disimpan oleh departemen personalia selama satu tahun. 

Setelah proses panggilan maka dilakukan tes akademik. Apabila 

calon karyawan tidak lulus tes maka tidak akan diproses lagi. Namun 

apabila calon karyawan berhasil  lulus tes akademik maka calon 

karyawan mengisi Formulir Data Lamaran Kerja (FDLK) dan staf 

T&R membuat laporan hasil tes pada Formulir Laporan Hasil Tes 
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(FLHT).  Kemudian FDLK dan FLHT akan diserahkan ke supervisor 

T&R untuk diperiksa dan meminta persetujuan dari manajer 

personalia. Sedangkan FPTK akan diarsip oleh staf T&R. Setelah 

FLHT diotorisasi oleh manajer personalia maka akan dilanjutkan ke 

tes psikologi. Dalam proses ini supervisor T&R merupakan pihak yang 

bertanggung jawab atas jalannya tes psikologi. Untuk itu maka 

supervisor T&R membuat laporan hasil tes psikologi pada Formulir 

Laporan Hasil Tes Psikologi (FLHTP).  

Setelah FLHTP dibuat maka formulir ini akan dikirim ke manajer 

HRD bersama dengan FDLK dan FLHT. Kemudian manajer HRD 

memeriksa dokumen untuk menentukan siapa saja yang lulus tes 

psikologi. Bagi yang tidak lulus tes psikologi maka tidak akan 

diproses kembali. Namun bagi yang lulus tes psikologi maka  manajer 

HRD meminta otorisasi FLHTP dari manajer departemen terkait. 

Kemudian FLHT, FDLK dan FLHTP diserahkan  ke manajer 

personalia. Dari dokumen yang masuk manajer personalia memilih 

calon yang terbaik, dan kemudian melakukan panggilan untuk 

wawancara melalui telepon.  Apabila dalam proses wawancara gagal 

maka calon karyawan tidak diterima dan tidak diproses kembali tetapi 

apabila wawancara lolos maka masuk ke proses selanjutnya yaitu on 

the job training . Pada saat on the job training, karyawan dilatih sesuai 

dengan bidangnya, dan masing-masing manajer departemen sebagai 
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pelaksana dalam proses ini. Apabila pada proses on the job training 

lolos maka selanjutnya adalah pemberian status pada karyawan dengan 

cara penandatangan kontrak kerja oleh karyawan pada Formulir Surat 

Perjanjian Kontrak Kerja (FSPKK), yang diotorisasi oleh manajer 

personalia. FSPKK lembar pertama diserahkan kepada karyawan yang 

bersangkutan sebagai bukti bahwa telah diterima menjadi karyawan 

PT.BBI.  Dan untuk FSPKK lembar kedua akan diserahkan kepada 

staf T&R untuk membuat dokumen penyerahan karyawan ke 

departemen terkait dengan   menggunakan Formulir Serah Terima 

Tenaga Kerja (FSTTK). FSTTK dan FSPKK akan diserahkan ke 

supervisor T&R untuk  diperiksa. Setelah dokumen diperiksa maka 

supervisor T&R meminta otorisasi dari manajer personalia. Setelah 

FSTTK  diotorisasi maka FSTTK lembar kedua di-filling sebagai arsip 

dan lembar pertama diberikan ke departemen terkait sebagai bukti 

bahwa karyawan telah ditempatkan ke bagiaannya. Semua dokumen 

akan dicatat secara on line dalam sistem. Berikut ini disajikan bagan 

alir dokumen untuk tiap bagian terkait dengan prosedur pengadaaan 

tenaga kerja di PT. BBI: 
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BAGAN ALIR SISTEM PENGADAAN TENAGA KERJA 

1) Manajer Personalia  
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3) Staf Training  and Recruitment  
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4) Manager HRD  
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b. Proses Evaluasi Karyawan 

1) Formulir Kartu Karyawan (FKK) 

Dokumen ini dibuat oleh group leader, supervisor, supervisor 

senior . Dokumen ini berisi segala jenis pelanggaran atau prestasi 

kerja karyawan. Dokumen ini juga berisi peringatan lisan maupun 

tertulis atau tindakan berupa pengarahan dari atasan terhadap 

pelanggaran atau prestasi kerja karyawan. Dokumen ini dibuat sebagai 

bentuk konfirmasi  kepada bagian personalia terhadap kegiatan 

karyawan selama bekerja di perusahaan. Dokumen ini dipergunakan 

untuk kenaikan golongan, jabatan, promosi dan mutasi. Dokumen ini 

diotorisasi oleh manajer pesonalia atau penanggung jawab dalam 

proses tersebut. 

2) Formulir Penilaian Karyawan (FPK) 

Dokumen ini dibuat oleh masing-masing departemen . Dokumen 

ini dibuat setelah menerima hasil kerja setiap karyawan dari formulir 

kartu karyawan. Dokumen ini disetujui dan diotorisasi oleh direktur 

dan presiden direktur. 

3)  Formulir Promosi Karyawan (FPK) 

Dokumen ini dibuat oleh manajer masing-masing departemen. 

Dokumen ini dibuat setelah manajer mengevaluasi hasil kerja 

karyawan dari formulir kartu karyawan dan formulir penilaian 

karyawan. Apabila kerja karyawan baik maka karyawan dapat 
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dipromosikan. Dokumen ini diperiksa oleh manajer personalia dan 

disetujui oleh manajer HRD. Dokumen ini dibuat rangkap dua. 

a) Lembar pertama diberikan ke departemen terkait. 

b) Lembar kedua  di-filling sebagai arsip.                               

4) Formulir Mutasi Karyawan (FMK) 

Dokumen ini dibuat oleh manajer masing-masing departemen. 

Dokumen ini dibuat setelah manajer melakukan evaluasi hasil kerja 

karyawan dari formulir kartu karyawan dan formulir penilaian 

karyawan. Apabila hasil kerja tidak baik karyawan tetap pada 

posisisnya atau diberi surat peringatan atau mutasi atau dapat 

dilakukan training. Dokumen ini dibuat rangkap dua. 

a) Lembar pertama diberikan ke departemen terkait. 

b) Lembar kedua  di-filling sebagai arsip.   

5) Formulir Surat peringatan (FSP) 

Dokumen ini dibuat dan diotorisasi oleh ma najer personalia yang 

diketahui oleh manajer masing-masing departemen yang 

bersangkutan. Dokumen ini dibuat setelah dilakukan proses evaluasi 

karyawan sebagai bentuk peringatan kepada karyawan yang 

bersangkutan.  

a) Lembar pertama diberikan ke karyawan. 

b) Lembar kedua di-filling. 
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6) Surat Pemutusan Hubungan Kerja (SPHK) 

Dokumen ini dibuat setelah surat peringatan yang diberikan 

kepada karyawan tidak diindahkan oleh karyawan yang bersangkutan. 

Dokumen ini dibuat oleh manajer personalia dan diotorisasi oleh 

manajer HRD. 

Proses evaluasi karyawan dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan 

untuk melakukan penilaian tehadap kinerja karyawan untuk mengetahui 

kompetensinya terhadap tugas dan tanggung jawab. Awal proses evaluasi 

karyawan adalah manajer masing-masing departemen menerima hasil 

kerja setiap karyawannnya  yang tertuang dalam Formulir Kartu 

Karyawan (FKK) dan Formulir Penilaian Karyawan (FPK). FKK dan FPK 

digunakan oleh manajer masing-masing departemen untuk melakukan 

evaluasi atas hasil kerja karyawannya sebagai bentuk tanggung jawab 

setiap manajer.  Apabila hasil kerja tidak baik atau tidak berprestasi maka 

karyawan tetap pada posisinya atau diberi surat peringatan atau karyawan 

dapat ditraining atau karyawan dapat juga dimutasikan. Surat peringatan 

dibuat apabila karyawan melakukan suatu pelanggaran. Di dalam 

perusahaan pelanggaran dibedakan menjadi dua, yaitu pelanggran 

administratif dan pelanggaran non administratif.  Apabila karyawan 

melakukan pelanggaran administratif maka FKK  diserahkan kepada 

manajer personalia untuk diperiksa. Setelah diperiksa maka manajer 

personalia membuat Surat Peringatan (SP). SP lembar kedua dan FKK  
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dikembalikan ke departemen terkait untuk di-filling sebagai arsip dan 

lembar pertama diberikan untuk karyawan.  Namun apabila karyawan 

melakukan pelanggaran non administratif maka yang membuat surat 

peringatan adalah  manajer setiap departemen yang diotorisasi oleh 

manajer personalia. SP lembar kedua, FKK dan FPK  di-filling sebagai 

arsip, SP lembar pertama diberikan untuk karyawan. Setelah surat 

peringatan diberikan dan karyawan tidak mengindahkannya maka dapat 

diberikan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (SPHK). SPHK dibuat oleh 

manajer personalia atas persetujuan dari manajer HRD.  

Status karyawan dimutasikan atau tetap pada posisi atau karyawan 

ditraining tergantung pada keputusan manajerial. Karyawan dimutasikan 

apabila manajer melihat bahwa prestasi kerja karyawan dapat meningkat 

apabila karyawan dimutasikan ke bagian lain. Karyawan ditraining 

apabila manajer melihat bahwa prestasi kerja dapat meningkat jika 

karyawan dilatih sesuai dengan bidangnya. Hal ini tergantung pada hasil 

penilaian manajer terhadap masing-masing karyawan. Namun apabila 

karyawan tidak dimutasikan atau ditraining, maka karyawan tetap bekerja 

pada posisinya.  Semua keputusan manajerial tergantung pada FPK dan 

FKK setiap karyawan.  

Apabila keputusan manajerial memutuskan karyawan akan 

dimutasikan ke bagian lain maka manajer setiap depar temen membuat 

surat pengajuan mutasi pada Formulir Mutasi Karyawan (FMK). 
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Kemudian FMK dan FKK diserahkan ke manajer personalia. Manajer 

personalia memeriksa dokumen dan menyesuaikan dengan Man Power 

Planning (MPP). Jika sesuai MPP maka FMK dan FKK diserahkan Ke 

manajer HRD untuk diotorisasi. Setelah FMK diotorisasi oleh manajer 

HRD, maka FMK lembar pertama dengan FKK dikembalikan ke 

departemen terkait untuk proses pengangkatan dan penempatan karyawan. 

FPP lembar kedua di-filling sebagai arsip. Jika keputusan manajerial 

karyawan akan ditraining maka manajer setiap departemen membuat 

pengajuan training pada Formulir Pengajuan Training (FPT). Kemudian 

FPT dengan FPK diserahkan ke manajer personalia untuk diproses lebih 

lanjut. Pengajuan training akan masuk di sistem pelatihan dan 

pengembangan. 

Apabila karyawan berprestasi dan sesuai dengan Index Carrier Plan 

(ICP) maka karyawan dapat dipromosikan. Awal proses promosi adalah 

manajer setiap departemen membuat pengajuan promosi pada Formulir 

Pengajuan Promosi (FPP). Kemudian FPP dan FKK diserahkan ke 

manajer personalia untuk diproses lebih lanjut. Jika FPP sesuai dengan 

MPP maka FPP dan FKK diserahkan ke manajer HRD untuk diotorisasi. 

Setelah diotorisasi FPP lembar pertama dan FKK diserahkan ke 

departemen terkait untuk pengangkatan dan penempatan karyawan. 

Sedangkan FPP lembar kedua di-filling sebagai arsip. Namun apabila FPP 

tidak sesuai dengan MPP, maka FPP dan FKK dikembalikan ke 
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departemen yang terkait dan karyawan tetap bekerja pada posisinya.  

Berikut ini disajikan bagan alir dokumen untuk tiap bagian terkait dengan 

prosedur evaluasi karyawan di PT. BBI : 
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BAGAN ALIR SISTEM  EVALUASI  KARYAWAN 
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Lanjutan  
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2. Manajer Personalia  
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Lanjutan  
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3. Manajer HRD 
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c. Proses Pelatihan dan Pengembangan Karyawan 

1) Formulir Pengajuan Training (FPT) 

Dokumen ini dibuat oleh  manajer setiap departemen. Dokumen ini 

dibuat setelah menerima permintaan training dari departemen Head, 

sebagai bentuk konfirmasi bahwa dibutuhkan pelatihan sumber daya 

yang ada untuk mengembangkan dan meningkatkan ketrampilan serta 

keahlian yang dibutuhkan oleh organisasi. Dokumen ini dibuat oleh 

manajer setiap departemen yang bersangkutan, kemudian diperiksa 

oleh manajer personalia, dan disetujui oleh manajer HRD. 

2) Formulir Training Record (FTR) 

Dokumen ini dibuat oleh staf training. Dokumen ini berisi  jenis 

training yang dilakukan, tempat dan waktu pelaksanaan training, lama 

training, penyelenggara dan keterangan. 

3) Formulir Laporan Hasil Training (FLHT) 

Dokumen ini dibuat untuk mengevaluasi training yang telah 

dilakukan.  Dokumen ini dibuat oleh staf training, diperiksa oleh 

supervisor training and recruitment, dan disetujui oleh manajer 

personalia. 

4) Surat Tugas Training (STT) 

Surat tugas ini dibuat setelah formulir pengajuan training disetujui 

oleh manajer HRD. Kemudian bagian personalia membuat surat tugas 

untuk pelaksanaan training yang diotorisasi oleh manajer personalia.  
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5) Formulir Penilaian Karyawan (FPK) 

Dokumen ini dibuat oleh manajer masing-masing departemen . 

Dokumen ini dibuat setelah manajer menerima hasil kerja setiap 

karyawan dari supervisor senior. Dokumen ini dibuat untuk 

mengevaluasi training setelah jangka waktu. Dokumen ini disetujui 

dan diotorisasi oleh direktur dan presiden direktur. 

6) Matrik Training 

Dokumen yang berisi perencanaan training selama satu tahun. 

7) Jadwal Training 

Dokumen yang berisi mengenai tempat, waktu, dan kegiatan  pada 

saat pelaksanaan training. 

8) Materi Training 

Dokumen yang berisi materi-materi untuk pelaksanaan training. 

9) Brosur Training 

Dokumen yang berisi daftar-daftar provider training.  

Proses training  dilakukan perusahaan dalam upaya meningkatkan 

kompetensi karyawan. Oleh karena itu maka organisasi menyediakan 

pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan. Pelatihan atau training ini dapat 

dilaksanakan di internal organisasi atau diluar organisai. Dalam memenuhi 

kebutuhan pelatihan tersebut secara umum dituangkan dalam matrik 

training yang dapat dirubah sesuai dengan kondisi perusahaan..  
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Untuk pelatihan yang bersifat external, organisasi menujuk vendor 

atau konsultan yang kompeten dibidangnya. Tujuannya adalah agar hasil 

dari pelatihan tersebut memberi manfaat pada organisasi. Hasil pelatihan  

berupa sertifikat, jadwal, materi, peserta dan daftar hadir senantiasa 

dipelihara. Dokumen training diidentifikasi untuk kemudahan mencari 

bila diperlukan. 

Awal proses dari training adalah adanya permintaan training dari 

departemen yang membutuhkan. Formulir Pengajuan Training (FPT) dari 

setiap departemen yang telah diotorisasi oleh manajer yang terkait 

diserahkan  ke manajer personalia. Setelah manajer personalia menerima 

dokumen pengajuan training maka maka manajer personalia 

menyesuaikan dengan matik training. Jika sesuai dengan matrik training 

maka manajer personalia meminta persetujuan dari manajer HRD. Namun 

jika FPT tidak sesuai dengan matrik training maka FPT dan FPK akan 

dikembalikan ke departemen yang terkait dan kembali ke hasil kerja.  

Apabila formulir pengajuan training sudah diotorisasi oleh manajer HRD. 

Maka  manajer personalia membuat jadwal training, mencari provider dan 

melakukan persiapan training. Untuk mencari provider manajer personalia 

dapat melihat dan mencari pada brosur training yang ada. Sehingga dapat 

dipilih provider yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jika provider 

telah dipilih maka manajer personalia bersama provider  dapat membuat 

materi-materi  training.  
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Setelah FPT diotorisasi oleh manajer HRD maka manajer personalia 

membuat Surat Tugas Training (STT) dan FPK diserahkan ke staf T&R 

untuk mengevaluasi hasil training. Kemudian STT, materi training dan 

jadwal training diserahkan ke staf T&R untuk pelaksanaan training dan 

FPT di- filling sebagai arsip. Pada saat pelaksanaan training, staf T&R 

melakukan pendatan ke Formulir Training Record (FTR). Setelah 

pelaksanaan training  selesai maka STT, MT, dan JT di filling sebagai 

arsip.  FTR dan FPK dari manajer personalia akan digunakan oleh staf 

training untuk proses selanjutnya yaitu mengevaluasi hasil training 

setelah jangka waktu dengan menggunakan Formulir Laporan Hasil 

Training. Jadi dapat dibandingkan apakah ada perbedaan setelah 

mengikuti training. Kemudian FLHT dan FTR diserahkan ke supervisor 

T&R untuk diperiksa dan FPK di-filling sebagai arsip. Setelah FLHT 

diperiksa maka FLHT diserahkan ke manajer personalia untuk diotorisasi 

sedangkan FTR di- filling sebagai arsip. FLHT lembar pertama yang sudah 

diotorisasi oleh manajer personalia diserahkan ke departemen terkait dan 

FLHT lembar kedua di- filling sebagai arsip. Berikut ini disajikan bagan 

alir dokumen untuk tiap bagian terkait dengan prosedur pelatihan dan 

pengembangan karyawan di PT. BBI : 
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BAGAN ALIR SISTEM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KARYAWAN  
 

1) Manajer Personalia  
Dari sistem evaluasi karyawan 
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2) Staf Training and Recruitment 
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3) Supervisor Training and Recruitment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

FTR 
2 

FLHT 1 

Memeriksa 
FLHT 

FTR 
2 

FLHT 1 

5 

N 



 76 

3. Praktik yang Sehat 

Di dalam kegiatan personalia perusahaan yang berhubungan dengan 

pengadaan tenaga kerja, evaluasi karyawan dan pelatihan dan pengembangan 

karyawan, PT. Bina Busana Internusa menggunakan beberapa macam 

dokumen untuk mendukung pengendalian intern yang diterapkan perusahaan. 

a. Proses Pengadaan Tenaga kerja  

 Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan proses pengadaan 

tenaga kerja antara lain adalah Formulir Permintaan Tenaga Kerja (FPTK,  

dokumen resmi untuk permintaan tenaga kerja yang akan diserahkan ke 

manajer personalia.), Man Power Planning ( MPP, dokumen resmi yang 

berisi rencana  jumlah karyawan di setiap bagian), Dokumen Pelamar (DP, 

dokumen resmi dari calon karyawan, yang akan digunakan oleh personalia 

untuk menilai calon karyawan yang memenuhi spesifikasi yang 

dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengikuti proses selanjutnya), 

Formulir Data Lamaran Kerja ( FDLK, dokumen resmi yang berisi 

identitas calon karyawan yang dapat digunakan sebagai pertimbangan oleh 

personalia untuk mengevaluasi calon karyawan), Formulir Laporan Hasil 

Tes ( FLHT), dokumen resmi yang digunakan sebagai bentuk laporan 

 Bahwa tes pertama yaitu tes akedemik sudah dilakukan dan 

digunakan pada saat wawancara dan untuk mengevaluasi on the job 

trainning. Dokumen ini juga mendukung Formulir Hasil Tes Psikologi, 

Formulir Surat Perjanjian Kontrak Kerja dan Formulir Serah Terima 
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Tenaga Kerja.), Formulir Hasil Tes Psikologi (selain data lamaran kerja 

dan formulir laporan hasil tes, dokumen ini juga dijadikan pedoman pada 

saat proses wawancara), Formulir Surat Perjanjian Kontrak Kerja 

(dokumen resmi sebagi bukti pemberian status pada karyawan), Formulir 

Serah Terima Tenaga Kerja ( FSSTK, dokumen resmi yang digunakan 

untuk serah terima tenaga kerja dan penempatan karyawan ke departemen 

yang terkait). 

Dokumen-dokumen tersebut belum bernomor urut tercetak. 

Penomoran pada dokumen-dokumen yang digunakan tersebut hanya 

berdasarkan departemen, waktu, dan tanggal berlakunya suatu dokumen.  

Untuk  lebih jelasnya, dapat dilihat contoh dokumen pada lampiran.  

PT. Bina Busana Internusa telah memiliki rencana jumlah karyawan 

di setiap bagian atau sering disebut dengan man power planning. Sehingga 

sebelum perusahaan melakukan suatu proses pengadaan tenaga kerja, 

perusahaan dapat melakukan perbandingan dengan man power planning 

yang sudah ada. Hal ini mencegah terjadinya kelebihan karyawan di setiap 

bagian, yang pastinya menciptakan keefektivan dalam perusahaan. Awal 

proses pengadaan tenaga kerja adalah proses permintaan tenaga kerja, 

dengan menggunakan Formulir Permintaan Tenaga Kerja (FPTK). Dalam 

dokumen ini jumlah kebutuhan tenaga kerja serta spesifikasi yang 

diperlukan tenaga kerja tersebut sebagai pengganti atau penambahan 

disebutkan secara rinci. Prosedur selanjutnya adalah FPTK diperiksa oleh 
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manajer personalia. Permintaan tenaga kerja disetujui apabila adanya 

kekosongan atau kebutuhan tenaga kerja, yang sesuai dengan man power 

planning di setiap bagian. Permintaan tenaga kerja ditolak apabila tidak 

sesuai dengan man power planning. Setelah FPTK diperiksa oleh manajer 

personalia maka langkah selanjutnya adalah meminta otorisasi dari 

manajer Human Resource Department (HRD). Hal ini untuk mendukung 

pengendalian intern, juga untuk mencapai efisiensi dan efektivitas 

kegiatan pengadaan tenaga kerja dalam perusahaan. 

Apabila permintaan tenaga kerja untuk golongan III ke atas disetujui 

maka dibicarakan dengan departemen yang bersangkutan dan didiskusikan 

dengan direksi. Setelah dokumen permintaan tenaga kerja disetujui, 

diserahkan ke personalia. Kemudian personalia merekrut sesuai dengan 

spesifikasi yang diperlukan, menyeleksi pelamar, tes atau psikotes dan 

wawancara sampai pada hasil karyawan yang diterima. 

Sebelum melakukan rekruitmen, bagian personalia melakukan 

persiapan untuk mencari tenaga kerja melalui iklan di media massa, papan 

pengumuman, lembaga atau konsultan tenaga kerja atau melalui informasi 

lain. Setelah itu dokumen pelamar diterima oleh Staf Trainning and 

Recruitment (Staf T&R). Selanjutnya dokumen-dokumen tersebut akan 

diproses oleh Staf T&R, dan kemudian akan dilakukan panggilan tes 

kepada calon karyawan yang memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan. 

Setelah tes akademik lulus maka calon karyawan diminta untuk mengisi 
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data dan identitasnya pada Formulir Data Lamaran Kerja (FDLK). 

Laporan hasil tes akan dilaporkan pada Formulir Laporan Hasil Tes 

(FLHT). Setelah FDLK dan FLHT diperiksa oleh Supervisor Training and 

Recruitment (Supervisor T&R) maka dilanjutkan proses berikutnya, yaitu 

psikotes.. Hasil dari tes psikologi dilaporkan pada Formulir Laporan Hasil 

Tes, dan kemudian dokumen ini diperiksa oleh manajer personalia dan 

diotorisasi oleh manajer HRD. Setelah itu FDLK, FLHT, dan FLHTP 

diserahkan  kepada manajer personalia untuk proses lebih lanjut yaitu 

wawancara. Apabila wawancara lolos maka karyawan dilatih sesuai 

dengan bidangnya (on the job trainning) atau langsung ke status 

karyawan. Apabila proses wawancara gagal maka proses berhenti. Saat 

proses on the job training dilakukan evaluasi lebih lanjut, apabila hasil 

sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan langsung pada pemberian 

status karyawan dengan cara penandatanganan Formulir Surat Perjanjian 

Kontrak Kerja (FSPKK) oleh manajer personalia dan karyawan yang 

bersangkutan. Selanjutnya FSPKK lembar pertama diserahkan ke staf 

training untuk membuat Formulir Serah Terima Tenaga Kerja (FSTTK).. 

Setelah itu formulir serah terima tenaga kerja diperiksa oleh supervisor 

T&R, dan disetujui dan diotorisasi oleh manajer personalia. Selanjutnya 

dokumen ini diserahkan ke departemen yang bersangkutan untuk 

diotorisasi oleh manajer departemen. 
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b. Proses Evaluasi Karyawan 

Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan proses evaluasi 

karyawan antara lain adalah Formulir Kartu Karyawan (FKK, dokumen 

resmi untuk mendukung Formulir Penilaian Karyawan sebagai bentuk 

pengendalian kerja karyawan), Formulir Penilaian Karyawan (FPK, 

dokumen resmi sebagi bentuk laporan atas penilaian hasil kerja 

karyawan), Formulir Promosi karyawan (FPK, dokumen resmi untuk  

pengajuan promosi ke bagian personalia), Formulir Mutasi Karyawan 

(FMK, dokumen resmi untuk meminta pengajuan mutasi ke bagian 

personalia), Formulir Surat Peringatan (FSP, dokumen resmi yang 

mendukung surat pemutusan hubungan kerja sebagai bentuk peringatan 

atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan), Surat 

Pemutusan Hubungan Kerja (SPHK, dokumen resmi untuk pemberhentian 

karyawan), Man Power Planning (MPP, dokumen yang berisi rencana 

jumlah karyawan di setiap bagian). Dokumen-dokumen tersebut belum 

bernomor urut tercetak. Penomoran pada dokumen-dokumen yang 

digunakan tersebut hanya berdasarkan departemen, waktu, dan tanggal 

berlakunya suatu dokumen. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat contoh 

dokumen pada lampiran. 

Dalam mengevaluasi hasil kerja karyawan semuanya harus 

berdasarkan FPK dan FKK. Keahlian, perilaku, kepemimpinan, absensi, 

masa kerja  semuanya harus tercantum secara jelas di dalam FPK. 
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Pengisian formulir kartu karyawan dan formulir penilaian karyawan 

dilakukan oleh group leader atau supervisor. Untuk FPK diperiksa oleh 

manajer departemen yang terkait dan manajer HRD, selanjutnya 

diotorisasi oleh direktur atau presiden direktur. Evaluasi atas hasil kerja 

karyawan dilakukan oleh setiap departemen dan manajer setiap 

departemen bertanggung jawab atas proses evaluasi ini. Apabila hasil 

kerja baik karyawan tetap pada posisinya, dipromosikan atau dimutasi. 

Dokumen untuk pengajuan promosi adalah Formulir Promosi Karyawan 

(FPK) sedangkan dokumen untuk mutasi karyawan adalah Formulir 

Mutasi Karyawan (FMK). Selanjutnya dokumen-dokumen tersebut akan 

diproses. Nomor formulir, kode departemen, nama karyawan yang 

bersangkutan, status kepegawaian, jabatan serta tanggal peristiwa harus 

lengkap dan benar. Apabila hasil evaluasi dari FKK dan FPK tidak baik 

(pelanggaran atau kurang berprestasi) maka manajer setiap departemen 

dapat membuat surat peringatan yang diotorisasi oleh manajer personalia. 

Surat peringatan yang dibuat oleh manajer masing-masing departemen 

diberikan kepada karyawan yang melakukan pelanggaran non 

administratif, misalnya karyawan tidak dapat mencapai target yang 

ditetapkan perusahaan. Namun apabila karyawan melakukan pelanggaran 

administratif, misalnya karyawan tidak masuk kerja tanpa izin maka surat 

peringatan dibuat oleh manajer personalia. Kemudian surat peringatan 

dikirimkan kepada departemen yang terkait untuk diotorisasi oleh manajer 



 82 

dan karyawan yang bersangkutan. Setelah surat peringatan dikeluarkan, 

hasil kerja karyawan tetap dievaluasi. Hasil kerja tidak baik maka akan 

diberikan sanksi lagi, apabila sanksi yang diberikan tidak diperbaiki maka 

manajer personalia akan membuat Surat Pemutusan Hubungan Kerja 

(SPHK), yang  diotorisasi oleh manajer HRD. 

c. Proses Pelatihan dan Pengembangan 

Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan proses pelatihan dan 

pengembangan karyawan antara lain adalah Formulir Pengajuan Training 

(FPT, dokumen resmi yang mendukung surat tugas sebagai bentuk laporan 

untuk pengajuan trainning), Surat Tugas (dokumen resmi untuk karyawan 

yang akan melakukan trainning), Formulir Training Record (FTR, 

dokumen resmi yang mendukung pada saat mengevaluasi usulan promosi 

dan sebagai bentuk laporan training yang dilakukan oleh karyawan), 

Formulir Laporan Hasil Training  (FLHT, dokumen resmi sebagai bentuk 

laporan training), Formulir Penilaian Karyawan (FPK, dokumen resmi 

sebagai pendukung evaluasi trainning). 

Dokumen-dokumen tersebut belum bernomor urut tercetak. Penomoran 

pada dokumen-dokumen yang digunakan tersebut hanya  berdasarkan 

departemen, waktu dan tanggal berlakunya suatu dokumen. Untuk lebih 

jelasnya, dapat dilihat contoh dokumen pada lampiran. 

 Sebelum bagian personalia menerima pengajuan training  dari 

departemen yang membutuhkan. Bagian personalia telah membuat 
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perencanaan training selama satu tahun yang tertuang dalam matik 

training. Dalam Formulir Pengajuan Training (FTR), nama, jabatan, jenis 

training dan lama training harus tercantum dengan jelas. Dokumen ini 

diterima oleh ma najer personalia, setelah disesuaikan dengan formulir 

penilaian karyawan selanjutnya manajer personalia meminta peretujuan 

dari manajer HRD. Apabila manajer HRD telah mengotorisasi maka 

manajer personalia segera membuat Surat Tugas Training (STT) untuk 

karyawan yang akan mengikuti training. Surat tugas kemudian dikirimkan 

ke departemen yang terkait. Setelah itu training dapat segera dijalankan. 

Saat training, dilakukan pendataan oleh staf training dengan menggunakan 

formulir Training Record (FTR). Dengan FTR dan FPK, maka staf 

training dapat membuat laporan hasil training pada Formulir Laporan 

Hasil Training (FLHT). Dalam laporan hasil training, materi training, 

nilai disiplin, absensi, hasil kerja, kecepatan, kerapihan, dan ketelitian 

harus tercantum dengan jelas dan sesuai dengan FTR. Setelah laporan 

hasil training  selesai, maka akan diperiksa oleh  supervisor T&R. Proses 

selanjutnya adalah meminta persetujuan dari manajer personalia, dan 

kemudian FLHT lembar kedua akan dikirimkan kepada departemen yang 

bersangkutan dan lembar pertama akan di-filling sebagai  arsip. 

PT.Bina Busana Internusa menetapkan proses pengendalian 

dokumen dan pengendalian catatan. Proses pengendalian dokumen 

diperiksa dan disetujui sebelum diterbitkan dengan cara membubuhkan 
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tanda tangan manager departemen pada setiap lembar dokumen. Dokumen 

harus ditinjau ulang dan apabila perlu diadakan perubahan dokumen. 

Setiap perubahan harus melalui  pengujian dan harus didaftrakan serta 

dicatat pada catatan perubahan. Perubahan harus mendapat persetujuan 

direktur. Perubahan dokumen akan di distribusikan setelah penarikan 

dokumen lama. Dokumen lama akan dimusnahkan, tetapi satu copy 

disimpan sebagai arsip. Sehingga hanya dokumen terkini saja yang 

tersedia di setiap bagian. Setiap bagian wajib menempatkan dokumen 

pada tempat yang mudah dijangkau dan harus teridentifikasi. Dokumen 

menjadi tidak sah apabila diperbanyak dengan tidak membubuhi cap 

terkendali. 

Pengendalian catatan dilakukan untuk memastikan bahwa catatan 

disimpan dengan baik di setiap bagian. Seluruh pemegang catatan wajib 

menandai map, ordner atau tempat penyimpanan lain dengan identifikasi 

yang jelas dan cap terkendali dengan nama bagiannya masing-masing, 

serta diberi specimen untuk mengidentifikasikan penanggung jawab 

catatan. Catatan harus ditempatkan pada tempat yang ditunjukkkan dan 

diambil serta terlindung dari hal-hal yang dapat mempengaruhi kualitas 

dari catatan tersebut. 

Untuk mengontrol dan menjamin quality management system  sesuai 

dengan persyaratan ISO 9001:2000, maka perusahaan melakukan audit 

internal. Audit internal dilakukan setiap bulan Juni, September, Desember 
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dan Maret. Setiap area diaudit oleh auditor internal yang telah dilatih dan 

memiliki kemampuan untuk melakukan audit. Auditor internal tidak 

diperkenankan mengaudit bagiannya sendiri untuk menjamin objektivitas 

hasil audit. PT.Bina Busana Internusa juga menerapkan job rotation pada 

karyawannya. Tiap karyawan juga diberikan kesempatan mengambil cuti. 

4. Karyawan yang Mutunya Sesuai dengan Tanggung Jawabnya 

Bagi para karyawan tetap, PT.Bina Busana Internusa memberikan 

persyaratan lebih tinggi untuk menilai bahwa karyawan-karyawan tersebut 

kompeten di bidangnya. Hal ini dinilai berdasarkan kompetensinya sesuai 

dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh para calon karyawan. Mereka akan 

dipastikan menempati jabatan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki 

di bidangnya. 

Sebelum mereka menjadi karyawan tetap, mereka akan diberi training 

sesuai dengan tuntutan pekerjaannya. PT. Bina Busana Internusa akan 

memberikan pelatihan lagi pada jangka waktu tertentu kepada para 

karyawannya. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan kemampuan para 

karyawannya sesuai dengan tuntutan pekerjaan dan kemajuan ilmu dan 

teknologi. 

B. Analisis Data 

1. Sistem pengendalian Intern Fungsi Personalia 

a. Struktur  Organisasi yang memisahkan Tanggung Jawab fungsional 

Secara tegas 
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Berdasarkan deskripsi data pengendalian intern atas fungsi personalia 

yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan 

kuesioner, serta pengamatan langsung terhadap organisasi terkait dalam 

fungsi personalia, diperoleh pemahaman bahwa PT.  Bina Busana 

Internusa menujukkan pemisahan fungsi yang jelas. Masing-masing 

departemen melaksanakan tanggung jawab dan tugasnya dengan baik 

sesuai dengan fungsi yang diberikan. Pemisahan fungsi antar bagian 

penerimaan, pemeriksaan, dan pelatihan menujukkan garis-garis 

wewenang yang jelas sehingga tidak memungkinkan terjadinya 

penerimaan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang 

dibutuhkan perusahaan. Hal ini menunjukkan PT. Bina Busana Internusa 

telah menerapkan job description yang jelas bagi semua karyawan. 

Penyusunan organisasi dan departemen pada PT.  BBI didasarkan pada 

prinsip umum, yaitu pemisahan fungsi yang jelas atas fungsi rekrutmen, 

seleksi, evaluasi karyawan, dan pelatihan, dan tidak ada departemen yang 

melaksanakan semua tahap suatu proses personalia.  

Hasil rangkuman analisis terhadap Unsur Pengendalian Intern Struktur 

Organisasi yang Memisahkan Tanggung Jawab Fungsional Secara Tegas 

dapat dilihat pada tabel berikut: 
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              Tabel V.1 
Rangkuman analisis Struktur organisasi yang MemisahkanTanggung 

Jawab Fungsional Secara Tegas. 
 

Praktek Teori 
Ya Tidak 

Fungsi rekrutmen terpisah dari fungsi seleksi 
karyawan 

b   

Seleksi karyawan berdasarkan hasil dari 
perekrutan 

b   

Terdapat rincian mengenai kualifikasi minimum 
untuk penerimaan  karyawan 

 b   

Terdapat standar kinerja untuk penilaian prestasi 
karyawan 

b   

Penilaian kinerja dihubungkan terhadap uraian 
posisi 

b   

Manajer telah mengawasi pelaksanaan dari 
analisis lingkungan, organisasional, dan 
pekerjaan secara teratur 

b   

Karyawan baru harus melalui masa percobaan 
terlebih dahulu 

b   

Manajer telah meninjau berbagai aktivitas 
orientasi, pelatihan dan pengembangan dan 
memikirkan strategi-strategi sosialisasi yang 
mereka gunakan.  

b   

 
 
b. Otorisasi dan Prosedur Pencatatan  

Dalam perusahaan, setiap proses yang berhubungan dengan fungsi 

personalia hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki 

wewenang untuk menyetujui suatu proses tersebut. Jika tidak ada otorisasi 

dari pejabat yang berwenang, proses tersebut tidak dapat dilaksanakan, 

atau dengan kata lain memiliki kelemahan untuk disetujui oleh bagian 

yang terkait. 
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1) Proses Pengadaan Tenaga Kerja 

Permintaan tenaga kerja dilakukan oleh manajer setiap 

departemen. Permintaan tenaga kerja menggunakan dokumen resmi 

yang disebut dengan Formulir Permintaan Tenaga Kerja (FPTK). 

Dokumen tersebut dikirim ke departemen HRD, kemudian diperiksa 

oleh manajer personalia yang diotorisasi oleh manajer HRD. Setelah 

diotorisasi dokumen tersebut diserahkan ke personalia. Penerimaan 

dokumen pelamar dilakukan oleh staf T&R. Panggilan tes dilakukan 

oleh staf T&R dengan  menggunakan telepon. Tes akademik dilakukan 

oleh staf T&R. Kemudian laporan hasil tes menggunakan Formulir 

Laporan Hasil Tes (FLHT). FLHT akan diperiksa oleh supervisor T & 

R dan akan diotorisasi oleh manajer personalia. Setelah FLHT 

diotorisasi oleh manajer personalia mak dilakukan tes yang kedua 

yaitu psikotes. Laporan hasil tes psikologi dibuat oleh supervisor T&R 

dalam Formulir Laporan Hasil Tes Psikologi (FLHTP). Kemudian 

FLHTP, FLHT dan FDLK diserahkan ke manajer HRD untuk 

diperiksa. Manajer HRD memutuskan siapa saja yang lulus tes 

psikologi. Apabila tidak lulus tes maka tidak akan diproses lagi. 

Namun apabila lulus tes psikologi maka FLHTP, FLHT, dan FDLK 

diserahkan ke manajer personalia untuk diproses lebih lanjut. 

Kemudian dari dokumen yang masuk maka manajer personalia 

memeriksa dan memanggil untuk proses wawancara. Jika lulus 
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wawancara maka langsung ke proses on the job training. Apabila lulus 

tarining maka manajer personalia membuat Surat Perjanjian Kontrak 

Kerja (SPKK) yang diotorisasi oleh manajer personalia. Proses 

selanjutnya adalah SPKK lembar pertama diserahkan ke staf T&R. 

Kemudian staf T&R membuat Formulir Serah Terima Tenaga Kerja 

(FSTTK) yang diperiksa oleh supervisor T&R dan diotorisasi oleh 

manajer personalia.  yang nantinya diotorisasi oleh manajer personalia. 

2) Proses Evaluasi Karyawan 

Evaluasi atas hasil kerja karyawan dilakukan oleh manajer masing-

masing departemen menggunakan dokumen resmi yaitu formulir kartu 

karyawan dan formulir penilaian karyawan yang diotorisasi oleh 

direktur dan presiden direktur. Formulir promosi karyawan dan 

formulir mutasi karyawan merupakan dokumen pengajuan promosi 

atau mutasi dari setiap departemen yang dikirim ke departemen HRD, 

yang nantinya  diotorisasi oleh manajer HRD. Formulir surat 

peringatan merupakan dokumen resmi bagi karyawan yang melakukan 

suatu pelanggaran, dokumen ini dibuat oleh manajer personalia (untuk 

pelanggaran administratif) yang diotorisasi oleh manager departemen 

yang terkait. Untuk pelanggaran non administratif surat peringatan 

dibuat oleh manajer masing-masing departemen. Setelah pemberian 

surat peringatan dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja. Surat 
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pemutusan hubungan kerja dibuat oleh manajer personalia yang 

diotorisasi oleh manajer HRD. 

3) Proses Pelatihan dan Pengembangan karyawan 

Permintaan training dari departemen yang membutuhkan 

menggunakan dokumen resmi (Formulir Pengajuan Training) yang 

diotorisasi oleh manajer HRD. Surat tugas untuk pelaksanaan training 

diotorisasi oleh manajer personalia. Pendataan pada saat pelaksanaan 

training manggunakan formulir training record. Formulir laporan 

hasil training sebagai dokumen untuk evaluasi training setelah jangka 

waktu yang dilakukan oleh staf training yang diotorisasi oleh manajer 

personalia. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa semua dokumen 

yang digunakan dalam proses pengadaan tenaga kerja, proses evaluasi 

karyawan dan proses pelatihan dan pengambangan pada perusahaan selalu  

memerlukan otorisasi dari pejabat yang berwenang. Satu-satunya 

dokumen personalia yang tidak diperiksa dan diotorisasi oleh pejabat yang 

berwenang adalah training record. Hal ini mempengaruhi pengendalian 

intern yang diterapkan perusahaan, yang mana menujukkan bahwa PT. 

BBI sudah menerapkan prinsip-prinsip umum terhadap semua dokumen 

yang digunakan harus ada otorisasi dari pejabat yang berwenang. Tidak 

adanya otorisasi atas training record menjadikan pengendalian intern atas 

fungsi personalia memiliki kelemahan. 
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               Tabel V.2 
                Rangkuman Analisis Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 

 
Praktek Teori Ya Tidak 

Setiap orang yang namanya tercantum dalam 
kartu pegawai memiliki surat keputusan 
pengangkatan sebagai karyawan perusahaan 
yang ditandatangani oleh pejabat yang 
berwenang 

b  

 

Rencana rekrutmen yang mencakup daftar 
aktivitas diotorisasi oleh pejabat yang 
berwenang 

b  
 

Formulir data lamaran kerja diotorisasi oleh 
pejabat yang berwenang b  

 

Seluruh dokumen yang digunakan dalam proses 
rekrutmen dan seleksi diotorisasi oleh pejabat 
yang berwenang 

b  
 

Surat penerimaan kerja untuk pengangkatan 
karyawan diotorisas oleh pejabat yang 
berwenang 

b  
 

Program penilaian kinerja dinyatakan secara 
tertulis b  

 

Program penilaian kinerja diotorisasi oleh 
pejabat yang berwenang. b  

 

Surat pengajuan training yang digunakan 
diotorisasi oleh pejabat yang berwenang b  

 

Dokumen training yang digunakan diotorisasi 
oleh pejabat yang berwenang b  

 

 
c. Praktik yang Seha t 

Berdasarkan uraian pada deskripsi data tentang Praktik yang Sehat 

pada pengendalian intern pengadaan tenaga kerja, evaluasi karyawan dan 

pelatihan dan pengembangan, dapat dilihat bahwa untuk pelaksanaan 

setiap tahap personalia menggunakan dokumen-dokumen resmi. 

Dokumen-dokumen tersebut antara lain formulir permintaan tenaga kerja, 
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Formulir Data lamaran Kerja, Formulir Laporan Hasil Tes, Formulir 

Laporan Hasil Tes Psikologi, Formulir Surat Perjanjian Kontrak Kerja dan 

Formulir Serah Terima Tenaga Kerja ( untuk Proses Pengadaan Tenaga 

Kerja). Dokumen-dokumen untuk proses evaluasi karyawan antara lain 

Formulir Kartu Karyawan, Formulir Penilaian Karyawan, Formulir 

Promosi Karyawan, Formulir Mutasi Karyawan, Formulir Surat 

Peringatan, Surat Pemutusan Hubungan Kerja. Sedangkan dokumen-

dokumen untuk proses pelatihan dan pengembangan karyawan antara lain 

Formulir Pengajuan Training, Surat Tugas, Formulir Training Record, 

Formulir Laporan Hasil Training, Formulir Penilaian Karyawan, Materi 

Training, Jadwal Training dan Brosur Training. 

Masing-masing dokumen resmi tersebut belum  bernomor urut 

tercetak. Penomoran hanya disusun berdasarkan nomor formulir. Sebagai 

contoh ”01/Form-HRD-Personalia-T&R/April/2003”. 01 adalah nomor 

formulir, Form-HRD-Personalia-T&R adalah nama departemen atau 

bagian yang bertanggung jawab atas formulir tersebut, April 2003 adalah 

tanggal berlaku suatu formulir. Di dalam dokumen-dokumen tersebut juga 

tercantum edisi formulir dan kode bagian.  

Pada Proses Pengadaan Tenaga Kerja, formulir Permintaan Tenaga 

Kerja yang disetujui hanya yang berdasarkan man power planning  yang 

ada. Selain itu, setiap manajer hanya akan melakukan wawancara 

berdasarkan formulir data lamaran kerja, formulir hasil tes, dan formulir 
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hasil tes psikologi yang sudah diperiksa dan diotorisasi oleh pejabat yang 

berwenang. Pemberian status pada karyawan yang dilakukan oleh manajer 

personalia hanya berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh 

setiap manajer yang terkait. Proses ini hanya melalui komunikasi personal. 

Pada Proses Evaluasi Karyawan, evaluasi atas hasil kerja hanya 

berdasarkan formulir penilain karyawan dan formulir kartu karyawan. 

Selain itu, bagian personalia mengevaluasi pengajuan promosi dan mutasi 

berdasarkan formulir kartu karyawan dan formulir penilaian karyawan. 

Surat keputusan mutasi atau promosi tidak dapat dibuat apabila formulir 

promosi karyawan atau formulir mutasi karyawan tidak disetujui oleh 

manajer HRD. 

Pada Proses Pelatihan dan Pengembangan,  pengajuan training yang 

diterima hanya berdasarkan rencana training yang telah dibuat. Selain itu 

manajer personalia hanya akan membuat surat tugas berdasarkan formulir 

pengajuan training. 

Perusahaan juga mengaharuskan adanya proses tinjauan manajemen. 

Dimana setiap perencanaan harus dibandingkan dengan aktual yang terjadi 

dan dibahas pada management review. Perbandingan tersebut dilakukan 

secara periodik. Dapat dilakukan harian, mingguan, bulanan bahkan untuk 

penyusunan one year policy dapat disusun tahunan. Setiap pembahasan 

harus dicatat pada notulen meeting. Keputusan rapat harus ditaati oleh 

semua pihak yang terkait. PT.BBI juga sudah melakukan praktik yang 
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sehat dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya job rotation pada 

perusahaan, dan adanya keharusan mengambil cuti oleh karyawannya. 

Hasil analisis terhadap parktik yang Sehat dapat dilihat pada tabel berikut: 

 
Tabel V.3 

Rangkuman Analisis Praktek yang Sehat 
 

Praktek Keterangan Teori Ya Tidak Teori 

Dokumen calon 
tenaga kerja yang 
masuk diperiksa 
untuk kemudian 
diadakan seleksi 

b  

Dokumen calo n 
tenaga kerja yang 
masuk diperiksa 
untuk kemudian 
diadakan seleksi 

Kebenaran dan 
ketelitian seleksi 
dokumen calon 
tenaga kerja 
diverifikasi 

b  

Kebenaran dan 
ketelitian seleksi 
dokumen calon 
tenaga kerja 
diverifikasi 

Digunakan formulir 
untuk perpanjangan 
kontak kerja 

b  
Digunakan formulir 
untuk perpanjangan 
kontak kerja 

Formulir tesebut 
bernomor urut 
tercetak 

 b  
Formulir tesebut 
bernomor urut 
tercetak 

Tercantum nomor 
kode departemen 
untuk setiap nomor 
kode departemen 
yang digunakan 

b  

Tercantum nomor 
kode departemen 
untuk setiap nomor 
kode departemen 
yang digunakan 

Formulir perjanjian 
kontrak kerja untuk 
karyawan baru  

b  
Formulir perjanjian 
kontrak kerja untuk 
karyawan baru  
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Tabel V.3 
Rangkuman Analisis Praktek yang Sehat 

(Lanjutan) 
 

Praktek Keterangan Teori 
Ya Tidak 

Teori 

 yang digunakan 
didukung oleh 
dokumen 
pendukung 

b   

 yang digunakan 
didukung oleh 
dokumen 
pendukung 

Dokumen 
pendukung tersebut 
bernomor urut 
tercetak 

 b  

Penomoran pada 
setiap dokumen 
dilakukan secara 
manual.  

Digunakan formulir 
untuk program 
penilaian kinerja 
karyawan 

b   

 

Formulir tesebut 
bernomor urut 
tercetak  b  

Penomoran pada 
setiap dokumen 
dilakukan secara 
manual.  

Formulir yang 
digunakan 
didukung oleh 
dokumen-dokumen 
pendukung, seperti 
catatan penilaian 
kinerja, catatan 
kehadiran serta 
catatan tindakan 
disiplin 

b   

 

Tercantum nomor 
kode departemen 
pada dokumen yang 
digunakan 

b   

 

Program orientasi 
telah dievaluasi 
sesuai dengan 
kebutuhan-
kebutuhan 
karyawan 

b   
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Tabel V.3 
Rangkuman Analisis Praktek yang Sehat 

(Lanjutan) 
 

Praktek Keterangan Teori 
Ya Tidak 

Teori 

Digunakan formulir 
training untuk 
setiap karyawan 
yang akan 
mengikuti program 
pelatihan dan 
pengembangan 

        b   

Formulir tersebut 
bernomor urut 
tercetak 

 b  Penomoran pada 
setiap dokumen 
dilakukan secara 
manual. 

Formulir yang 
digunakan 
didukung oleh 
dokumen training 

b    

Dokumen tersebut 
bernomor urut 
tercetak 

 b  Penomoran pada 
setiap dokumen 
dilakukan secara 
manual 

 
 

Dari tabel V.3 di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa praktek yang 

sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi pada 

perusahaan tersebut sudah dilaksanakan dengan baik., hanya saja terdapat 

sedikit kekurangan yaitu tidak adanya nomor urut tercetak pada setiap 

formulir yang digunakan. Dibubuhkannya nomor urut tercetak pada setiap 

dokumen yang digunakan berguna untuk menghindari perangkapan 

dokumen dan mempermudah penelusuran dokumen, sehingga dapat 

meningkatkan pengendalian. 
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d. Karyawan yang Mutunya Sesuai dengan Tanggung Jawabnya 

1) Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratnnya 

Dalam menerima calon karyawan PT.  BBI menerima karyawan 

yang sesuai dengan bidang yang dibutuhkan dan melakukan seleksi 

melalui tes tertulis untuk bidang yang membutuhkan keahlian tertentu, 

psikotes, dan wawancara. Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan 

bahwa seleksi calon karyawan berdasrkan persyaratannya. 

2) Adanya  evaluasi penilaian kinerja 

Evaluasi atas hasil kerja karyawan ini dilakukan untuk 

mengetahui kompetensi karyawan terhadap tugas dan tanggung 

jawabnya. Jika dinilai baik karyawan tetap pada posisinya atau 

dipromosikan atau dapat pula dimutasikan. Dengan adanya promosi 

dan mutasi maka akan terjadi perputaran jabatan dengan tujuan agar 

karyawan dapat terampil dibidang lain selain jabatan yang sebelumnya 

dan juga menghindari terjadinya kolusi antar karyawan yang nantinya 

berakibat merugikan perusahaan. 

3) Adanya pelatihan terhadap calon karyawan sesuai dengan bidang 

kerjanya 

Sebelum memulai kerja biasanya para calon karyawan diberikan 

pelatihan kerja untuk melatih karyawan baru mengenai pekerjaan yang 
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akan menjadi tanggung jawabnya, dan bagi karyawan yang lama 

perusahaan tetap melakukan pelatihan secara berkesinambungan. 

                         Tabel V.4 
                       Rangkuman Analisis Kompetensi Karyawan 

Praktek Teori Ya Tidak 
 Seleksi karyawan dilakukan berdasarkan 
persyaratan yang dituntut oleh 
pekerjaannya  

b   

Dituntut disiplin ilmu yang sesuai untuk 
setiap karyawan b   

Adanya pelatihan sesuai dengan bidang 
kerjanya b   

Adanya penilaian kinerja b   
Rotasi Jabatan karyawan b   

 

Dari tabel V.4 di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa karyawan 

sudah sesuai dengan mutu dan tanggung jawabnya dan juga adanya 

rotasi jabatan sehingga dapat menghindari kemungkinan kecurangan 

yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang. 

2. Perbandingan Sistem Personalia Menurut Teori Dengan Prosedur Ketetapan 

Perusahaan.  

Setelah melakukan penelitian pada PT. BBI, penulis menemukan data mengenai 

sistem pengadaan tenaga kerja (rekrutmen dan seleksi), evaluasi karyawan serta 

pelatihan dan pengembangan karyawan yang ditetapkan oleh perusahaan. 

Perbandingan antara keduanya dapat dilihat pada tabel V.5, berikut ini: 
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Tabel V.5 
Perbandingan Sistem Pengadaan Tenaga Kerja Menurut Teori dengan       

Sistem Pengadaan Tenaga Kerja Menurut Perusahaan 
 

No 
Sistem Pengadaan 

Tenaga Kerja 
Menurut Teori 

Sistem Pengadaan Tenaga 
Kerja Sesuai Dengan prosedur 
Yang Ditetapkan Perusahaan 

Keterangan 
Sesuai/Tidak 

Sesuai 
1. Mendiagnosis 

seefektif mungkin 
faktor- faktor 
lingkungan dan 
organisasional yang 
mempengaruhi posisi 
yang perlu diisi dan 
aktivitas rekrutmen. 

Mendiagnosis seefektif mungkin 
faktor- faktor lingkungan dan 
organisasional yang 
mempengaruhi posisi yang perlu 
diisi dan aktivitas rekrutmen 
sudah dilakukan oleh perusahaan. 
Hal ini dilakukan agar perusahaan 
dapat memperkirakan jumlah 
tenaga kerja yang dibutuhkan dan 
dapat memperkirakan jumlah 
tenaga kerja yang dibutuhkan dan 
dapat memperkirakan biaya untuk 
aktivitas rekrutmen 

Ada dalam 
perusahaan. 

2. Membentuk 
deskripsi, spesifikasi, 
dan standar kinerja 
pekerjaan yang rinci 

Membentuk deskripsi, spesifikasi, 
dan standar kinerja pekerjaan 
yang rinci dilakukan oleh 
perusahaan untuk menjamin 
tenaga kerja yang diterima 
memiliki kompentensi yang sesuai 
dengan posisi pekerjaan yang 
dibutuhkan. 

Ada dalam 
perusahaan. 

3. Membentuk tipe-tipe 
individu yang sering 
dikaryakan oleh 
organisasi dalam 
posisi yang sama. 

Membentuk tipe-tipe individu 
yang sering dikaryakan oleh 
organisasi dalam posisi yang sama 
supaya perusahaan dapat lebih 
mudah menentukan kriteria untuk 
calon tenaga kerja. 

Ada dalam 
perusahaan. 

4. Menentukan kriteria 
rekrutmen 

Menentukan kriteria rekrutmen 
supaya perusahaan lebih mudah 
untuk menganalisa calon tenaga 
kerja. 

Ada dalam 
perusahaan. 
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Tabel V.5 
Perbandingan Sistem Pengadaan Tenaga Kerja Menurut Teori dengan       

Sistem Pengadaan Tenaga Kerja Menurut Perusahaan 
(Lanjutan) 

 

No 
Sistem Pengadaan 

Tenaga Kerja 
Menurut Teori 

Sistem Pengadaan Tenaga 
Kerja Sesuai Dengan prosedur 
Yang Ditetapkan Perusahaan 

Keterangan 
Sesuai/Tidak 

Sesuai 
5. Mengevaluasi 

berbagai saluran 
dana sumber 
rekrutmen 

Mengevaluasi berbagai saluran 
dana sumber rekrutmen  

Ada dalam 
perusahaan. 

6. Menyeleksi sumber 
rekrutmen yang 
paling efektif 
biayanya. 

Menyeleksi sumber rekrutmen 
yang paling efektif biayanya 
sudah dilakukan oleh perusahaan 
supaya proses rekrutmen dapar 
berjalan efektif dan efisien. 

Ada dalam 
perusahaan. 

7. Mengembangkan 
rencana rekrutmen 
yang mencakup 
daftar aktivitas dan 
daftar untuk 
menerapkannya. 

Perusahaan selalu  
mengembangkan rencana 
rekrutmen yang mencakup daftar 
aktivitas dan daftar untuk 
menerapkannya. 

Ada dalam 
perusahaan. 

8. Mengawasi kinerja 
analis pekerjaan, 
manajer haruslah 
memastikan bahwa 
sering dilakukan 
pemutakhiran analis 
pekerjaan. 

Mengawasi kinerja analis 
pekerjaan, manajer haruslah 
memastikan bahwa sering 
dilakukan pemutakhiran analis 
pekerjaan supaya  dapat diperoleh 
karyawan yang tepat, sesuai 
dengan kualifikasi yang 
ditetapkan.  

Ada dalam 
perusahaan. 
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                                                        Tabel V.5 
       Perbandingan Sistem Pengadaan Tenaga Kerja Menurut Teori dengan                   
                    Sistem Pengadaan Tenaga Kerja Menurut Perusahaan 
                                                         (Lanjutan) 

 

No 
Sistem Pengadaan 

Tenaga Kerja 
Menurut Teori 

Sistem Pengadaan Tenaga 
Kerja Sesuai Dengan prosedur 
Yang Ditetapkan Perusahaan 

Keterangan 
Sesuai/Tidak 

Sesuai 
10. Menyimpan basis 

data kinerja individu 
pada berbagai 
kriteria dan teknik-
teknik seleksi. 

Menyimpan basis data kinerja 
individu pada berbagai kriteria 
dan teknik -teknik seleksi. 
 

Ada dalam 
perusahaan. 

11. Mengawasi 
prosedur-prosedur 
seleksi yang 
digunakan. 

Mengawasi prosedur-prosedur 
seleksi yang digunakan 
merupakan tanggung jawab dari 
manajer personalia. 

Ada dalam 
perusahaan. 

12. Membantu 
penyaringan awal 
pelamar-pelamar 
untuk mengurangi 
waktu yang harus 
dikorbankan para 
manajer bagi 
aktivitas seleksi. 

Manajer personalia selalu 
membantu penyaringan awal 
pelamar-pelamar untuk 
mengurangi waktu yang harus 
dikorbankan para manajer bagi 
aktivitas seleksi. 

Ada dalam 
perusahaan. 

                                           
                                             Tabel V.6 
Perbandingan Sistem Evaluasi Karyawan Menurut Teori dengan  
Sistem Evaluasi Karyawan Menurut Ketetapan Perusahaan 

 
 

No Sistem Evaluasi 
Karyawan Menurut Teori 

Sistem Evaluasi 
Karyawan Menurut 

Ketetapan Perusahaan 

Keterangan 
Sesuai/Tidak Sesuai 

1. Adanya perbaikan prestasi 
kerja sebagai umpan balik 
pelaksanaan kerja bagi 
karyawan 

Ada perbaikan prestasi 
kerja sebaga i umpan 
balik pelaksanaan kerja 
bagi karyawan. 
 
 

Ada dalam 
perusahaan. 
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Tabel V.6 
Perbandingan Sistem Evaluasi Karyawan Menurut Teori dengan 

Sistem Evaluasi Karyawan Menurut Ketetapan Perusahaan 
( Lanjutan ) 

 
2. 
 

Membantu para pengambil 
keputusan dalam 
menentukan kenaikan upah, 
pemberian bonus dan 
bentuk kompensasi lainnya 
melalui evaluasi prestasi 
kerja. 

Membantu para 
pengambil keputusan 
dalam menentukan 
kenaikan upah, 
pemberian bonus dan 
bentuk kompensasi 
lainnya melalui evaluasi 
prestasi kerja, yang 
tertuang dari formulir 
kartu karyawan. 

Ada dalam 
perusahaan. 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Promosi, mutasi dan demosi 
didasarkan pada prestasi 
kerja. 

Promosi, mutasi dan 
demosi didasarkan pada 
prestasi kerja karyawan, 
yang tertuang dalam 
formulir kartu karyawan, 
formulir penilaian 
karyawan Selain itu 
pengajuan promosi atau 
mutasi diperiksa oleh 
manajer personalia serta 
formulir tersebut 
diajukan oleh manajer 
masing-masing 
departemen 
 
 
 

Ada dalam 
perusahaan. 
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Tabel V.6 
Perbandingan Sistem Evaluasi Karyawan Menurut Teori dengan  

Sistem Evaluasi Karyawan Menurut Ketetapan Perusahaan 
(Lanjutan) 

 

No Sistem Evaluasi 
Karyawan Menurut Teori 

Sistem Evaluasi 
Karyawan Menurut 

Ketetapan Perusahaan 

Keterangan 
Sesuai/Tidak Sesuai 

4. Adanya kebutuhan-
kebutuhan latihan dan 
pengembangan untuk 
meningkatkan prestasi kerja 
karyawan. 

Adanya kebutuhan-
kebutuhan latihan dan 
pengembangan untuk 
meningkatkan prestasi 
kerja karyawan  

Ada dalam 
perusahaan. 

5. Penilaian prestasi kerja 
secara akurat akan 
menjamin keputusan-
keputusan penempatan  

Penilaian prestasi kerja 
secara akurat akan 
menjamin keputusan-
keputusan penempatan 
intern diambil tanpa  
diskriminasi. Seluruh 
dokumen yang 
digunakan sudah tertera 
pihak yang layak untuk 
mengotorisasi supaya 
pelaksanaannya dapat 
diawasi oleh perusahaan. 

Ada dalam 
perusahaan. 

 
 



 104 

Tabel V.7 
Perbandingan Sistem Pelatihan dan Pengembangan Karyawan Menurut 
Teori dengan Sistem Pelatihan dan Pengembangan Karyawan Menurut 

Ketetapan Perusahaan 
 

No 

Sistem Pelatihan dan 
Pengembangan 

Karyawan Menurut 
Teori 

Sistem Pelatihan dan 
Pengembangan 

Karyawan Menurut 
Ketetapan Perusahaan 

Keterangan 
Sesuai/Tidak Sesuai 

1. Melaksanakan dan 
mengawasi pelaksanaan 
dari analisis lingkungan, 
organisasional, dan 
pekerjaan secara teratur. 

Melaksanakan dan 
mengawasi pelaksanaan 
dari analisis lingkungan, 
organisasional, dan 
pekerjaan secara teratur. 

Ada dalam perusahaan. 

2. Meninjau berbagai 
aktivitas orientasi, 
pelatihan pengembangan. 

Manajer personalia 
meninjau berbagai 
aktivitas orientasi, 
pelatihan 
pengembangan, yang 
dibantu oleh staf 
personalia. 

Ada dalam perusahaan. 

3. Mengorganisasikan atau 
melaksanakan pelatihan 
dan mengawasi dengan 
teratur. 

Mengorganisasikan atau 
melaksanakan pelatihan 
dan mengawasinya  
dengan teratur, sesuai 
dengan matrik training 
yang sudah ditetapkan. 

Ada dalam perusahaan. 

4. Menilai kecocokan antara 
pelatihan yang tesedia dan 
kebutuhan-kebutuhan 
karyawan yang ditentukan 
oleh manajer. 

Menilai kecocokan 
antara pelatihan yang 
tesedia dan kebutuhan-
kebutuhan karyawan 
yang ditentukan oleh 
manajer, sesuai dengan 
formulir penilaian 
karyawan yang diterima 
oleh manajer personalia. 

Ada dalam perusahaan. 

 
Tabel V.7 
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Perbandingan Sistem Pelatihan dan Pengembangan Karyawan Menurut 
Teori dengan Sistem Pelatihan dan Pengembangan Karyawan Menurut 

Ketetapan Perusahaan 
(Lanjutan) 

No Sistem Pelatihan dan 
Pengembangan 

Karyawan Menurut 
Teori 

Sistem Pelatihan dan 
Pengembangan 

Karyawan Menurut 
Ketetapan Perusahaan 

Keterangan 
Sesuai/Tidak Sesuai 

5. Memastikan bahwa semua 
aktivitas pelatihan 
dievaluasi. 

Memastikan bahwa 
semua aktivitas 
pelatihan selalu 
dievaluasi setelah 
jangka waktu sehingga 
prestasi karyawan dapat 
selalu dievaluasi. 

Ada dalam perusahaan. 

 

C. Pembahasan 

Melalui analisis data terhadap sistem pengendalian intern fungsi personalia 

pada perusahaan, diperoleh hasil bahwa sistem pengendalian intern atas fungsi 

personalia pada perusahaan sudah dijalankan. Hal ini telah dijawab dengan 

dilakukannya sejumlah pengamatan, wawancara, observasi, dan kuesioner 

terhadap bagian-bagian terkait. 

Dari hasil analisis data tersebut, penulis kemudian membandingkan dengan 

teori  untuk menilai keandalan dari pengendalian intern perusahaan dan mencoba 

melihat adanya kelemahan terhadap beberapa unsur, sehingga diharapkan untuk 

kemudian waktu dapat diadakan perbaikan terhadap beberapa kelemahan tersebut. 

Melalui analisis data yang dilakukan, dapat dilihat bahwa secara 

keseluruhan PT. Bina Busana Internusa sudah melaksanakan pengendalian intern 

secara tepat. Untuk pengendalian intern atas fungsi personalia, tiap dokumen yang 
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digunakan selalu diotorisasi oleh pihak yang membuat, memeriksa, dan 

menyetujuinya, kecuali pada proses training. Training record yang dibuat oleh 

staf training tidak diotorisasi oleh pejabat yang berwenang atau pihak  

bertanggung jawab atas proses training tersebut. Hal ini merupakan suatu 

kelemahan yang dimiliki perusahaan. Walaupun bagi perusahaan hal ini tidak 

berpengaruh terhadap jalannnya kegiatan operasional, hal ini tetap menjadi suatu 

kelemahan terhadap pengendalian intern fungsi personalia. Dengan tidak adanya 

otorisasi dari training record maka dokumen tersebut sulit untuk dipertanggung 

jawabkan kebenarannya. 

Seluruh dokumen dan dokumen pendukung yang digunakan  oleh 

perusahaan belum bernomor urut tercetak. Nomor yang tercantum dalam setiap 

dokumen hanya nomor formulir dan departemen yang bertanggung jawab atas 

dokumen tersebut. Penulis melihat hal ini merupakan suatu kelemahan yang 

dimiliki oleh perusahaan. Meskipun dokumen ini tidak bersangkutan dengan 

keuangan akan tetapi dapat mempengaruhi pengendalian intern dalam perusahaan, 

karena apabila ada dokumen yang hilang pengendalian ini merupakan 

pengendalian untuk kelengkapan data. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Hasil dari analisis yang dilakukan pada setiap unsur sistem pengendalian 

intern personalia dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Struktur organisasi yang memisahkan tugas dan tanggung jawab secara tegas 

sudah ada di perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari setiap fungsi yang ada 

sudah terpisah sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. 

2. Otorisasi dan prosedur pencatatan fungsi personalia sudah ada di perusahaan. 

Setiap proses personalia yang terjadi di perusahaan selalu terjadi karena 

adanya otorisasi dari pejabat yang berwenang untuk dipertanggungjawabkan 

secara tertulis dengan menggunakan dokumen. Dalam setiap formulir yang 

digunakan tertera pihak yang layak untuk mengotorisasi supaya 

pelaksanaanya dapat diawasi oleh perusahaan.  

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi, sudah ada di perusahaan, hanya saja terdapat sedikit kekurangan 

yaitu tidak adanya nomor urut tercetak pada setiap formulir yang digunakan.  

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Unsur ini sudah 

ada di perusahaan. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya standar 

perekrutan, seleksi, evaluasi karyawan dan pelatihan dan pengembangan 

karyawan. Seluruh sistem personalia yang digunakan untuk mendapatkan 
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karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya  sudah sesuai 

dengan teori yang ada. 

Dari hasil uraian setiap unsur sistem pengendalian intern personalia, maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa  perusahaan memiliki sistem pengendalian intern 

fungsi personalia. 

B. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini dalam penelitian ini antara lain: 

1. Keterbatasan waktu dan dana dari penulis serta kesibukan dari pihak PT. 

Bina Busana Internusa maka data yang diperoleh kurang maksimal. 

2. Keterbatasan dalam memperoleh data perusahaan karena ada beberapa 

data perusahaan yang hilang  dan identitas sampel yang dikumpulkan 

kurang jelas karena sampel tidak memiliki nomor urut tercetak. 

C.      Saran 

Penulis memberikan beberapa saran untuk dipertimbangkan dalam 

menyempurnakan pengendalian intern perusahaan atas fungsi personalia. Saran-

saran tersebut antara lain : 

1. Training record sebaiknya diotorisasi oleh pejabat yang bewenang, agar 

dokumen tersebut dapat dipertanggungjawabkan. 

2. Seluruh dokumen dan dokumen pendukung sebaiknya bernomor urut 

tercetak, karena apabila ada dokumen yang hilang pengendalian ini 

merupakan pengendalian untuk kelengkapan data.  
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